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BUPATI NGAWI,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (3}
huruf b dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Mencngah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana
Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi dan
disempurnakan ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat
Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi
Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timnur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 9);



(3]

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistemn
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700); + |

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



10.
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14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik lnd(‘mesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran' Negara Republik
Indonesia Nomor 4614); ;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik [Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
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Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
‘fahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemérintah Nomor 72
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6794);

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-
Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo-
Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta
Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah:;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan4 Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447), '

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 178);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708
Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah:

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
(Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022
Nomor 35);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
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35. Peraluran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19
Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngaw!1
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);

36. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 156 Tahun 2021
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah pada
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi
Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2021 Nomor 156) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 82
Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2022 Nomor 82);

37.Peraturan Bupati Ngawi Nomor 119 Tahun 2022
tentang Rencana Kerja  Pemerintah  Daerah
Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2022 Nomor 119).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan - PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Ngawi Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Ngawi Tahun 2023 disusun berpedoman pada :

a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
b. hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu; dan
c. hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Ngawi Tahun 2023 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD.



Pasal 4

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan
sistematika sebagai berikut:
a.BABI : PENDAHULUAN
b.BAB Il : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
c. BABIIl : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
d.BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
e. BABV : PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah‘Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
atanggal G Agustus 2022

o iyaE

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal S Agystus 2022

T,
PATEN NGAWI,
| (se78a )Y
VW{H. SODIQ TRIWIDIYANTO
\\f"’h G AN \'/ 4

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022 NOMOR [T\



LAMPIRAN

PERATURAN BUFATI NGAWI

NOMOR l""l TAHUN 2022

FENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023

BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi Tahun
2023 adalah dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Ngawi untuk periode 2023, vang memuat kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi,
permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh
berkembang di Kabupaten Ngawi, dan berorientasi pada hasil yang akan
dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Dinas
Lingkungan Hidup merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi.

Proses penyusunan Rencana Kerja dilakukaf;_ ‘melalui tahapan: (1)
Persiapan Penyusunan Rencana Kerja; (2) Penyusunan Rancangan
Rencana Kerja; (3) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; dan (4)
Penetapan Rencana Kerja. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud merupakan hasil pembahasan usulan program
dan kegiatan yang telah disinergikan dengan hasil Musrenbang Kabupaten
Ngawi dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2023, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022-2026 serta
dokumen-dokumen perencanaan lain. Selanjutnya Rencana Kerja Dinas
Lingkungan Hidup Tahun 2023 menjadi pedoman pelaksanaan program
dan kegiatan tahun 2023 untuk mendukung perwujudan visi dan misi
daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Ngawi, serta menjadi dasar estimasi terhadap penganggaran, yang akan
menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023. Proses
penyusunan Renja dapat digambarkan pada bagan sebagai berikut :




1.2. Landasan Hukum
Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi Tahun 2023
adalah sebagai berikut :

1.

o

)]

=l

10.

1 2

12.

13.

14,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
I[Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negarg Repubhk Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem

Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1114,

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang
Rencana  Kerja Pemerintah  Daerah  Provinsi Jawa  Timur
Tahun 2023

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun.2007 Nomor 07) sebagaimana telah diubah



dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2017
(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun.2017 Nomor 02},

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2008 Nomor 04);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030
(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor.10);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun.2012
Nomor 19);

18. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 119 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4.

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai arahan
pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah
1. Melakukan sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi dengan tujuah, strategi, kebijakan
dan capaian program Renstra Dinas Lingkungafi Hidup Kabupaten
Ngawi;

2. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pengelolaan
lingkungan hidup;

3. Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang akuntabel,
partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;

4. Memberikan acuan untuk meningkatkan dan mengembangkan
kapasitas kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi
beserta pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup yang
berasal dari berbagai sektor pemerintah, swasta maupun masyarakat
dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi

5. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna
dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai
visi, misi dan tujuan pembangunan daerah khususnva dalam
pengelolaan lingkungan hidup;

Sistematika

Sistematika Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 disusun

sebagaimana berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab | berisi uraian tentang Latar Belakang
proses penyusunan Rencana Kerja Dinas
Lingkungan Hidup dan hubungannya dengan
Renstra Dinas Lingkungan Hidup, dengan
Rencana Kerja Kementrian Lingkungan Hidup
dan dengan Renja Propinsi/Kabupaten/Kota.
Disamping itu juga dijelaskan Landasan
Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika
Penulisan Renja Tahun 2023.

BAB [ HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU
Bab I Menjelaskan tentang  Evaluasi
pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu
dan capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis



BAB

BAB

BAB

IV

kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah, Review terhadap rancangan

awal RKPD dan Penelaahan usulan program dan
kegiatan masvarakat

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Bab Ill menjelaskan tentang telaahan terhadap
kebijakan nasional terkait dengan tugas pokok
dan fungsi Perangkat Daerah, Tujuan dan
Sasaran Renja Perangkat Daerah, program dan
kegiatan

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH
PENUTUP

LAMPIRAN- LAMPIRAN



BAB Il
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan
kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui
program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target
ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam
Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi Tahun 2023 didasarkan
pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2021-2026, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target
kinerja program/kegiatan;

2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat
Daerah; dan

3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah
Dalam rangka evaluasi Renja Dinas ngkungs{n Hidup Kabupaten
Ngawi Tahun 2022 dapat disajikan uraian hasil pengukuran kinerja yang
mengarah pada kebijakan program lingkungan hidup dalam rangka
peningkatan kualitas lingkungan hidup, selanjutnya dapat diuraikan pada
tabel 2.1 berikut :



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasll Pelaksanaan Renja PD.
dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2022 {tahun berjalan)

: - Kabupaten Ngawi
ama PD : Dinas Lingkungan Hidup
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perkirasn Realisas! Capaian Target Renstra
Realisast Targat tahun lalu (n-2) Target program Perengkat Daerah s/d Tahun Barjalan
Target Kinerja Capalan |  Kinerja Hasil dan kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Progtam Program dan : (Renje Reslisssl Canalan
hare dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan {Renstra OPD) Tahun | Keluaran Kegiatan Tatgel Renja RE;H”” F:elma Tingkat Perangkat | . E:‘f:a ; A ,_.ZZ;._“_ Tingkat Capaian
2022 skitahun 2020 (n-| Perangkat Daerah | =% | Reasasi |Daeran Tahun | ' CRi o0 (EEEE | Reslisasi Target
3) Tahun 2021 {n-2) 2021 (n-2) (%) 1) 2022 tahun n-1) 2022 Renstra (%)
1 2 3 4 & 8 7 8=(7/8) B 10 = (5+7+8) 11 = (10/4)
Urusan Pemerintahan Wajib Yang
i Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
03 Urusan Pemerintahan Bidang
‘ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengembangan Sistem Dan |Persentase layanan pengelolaan ¢ o 9 Z :
04, ] 4,88% 100
03.04 Pengelolaan Persampahan Regional parsampahan 24,38% NA 24,88% 24,42% 88,15 24,88% 2 gl
3 Pengembangan Sistem dan Sumi ol
03.04.2.01. |Pengelolaan Persampahan di Daerah |>U™Miah sarana pengelolazan 2 Unit NA 1 Unit 1 Unit 100 2 Unit 2 Unit 100
Kabupaten/Kota persampahan disediakan
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- Luasan TPATPST/SPA/TPS- Y )
2 A \ \ - 40 100
03.04.2.01.03 |0 mpg 3RITPS yang dibangun 400 m IA NA NA NA 400 m 00 0
Urusan Pemerintahan Wajib Yang
e Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar -
1 Urusan Pemerintahan Bidang
3 Lingkungan Hidup
Persentase pemenuhan urusan
Program Penunjang Urusan o 9 100
11.01. Pemerintahan Dasrah Kabu Kota |PeMerintah daerah dalam 100% NA 100% 100% 100 100% 100%
setahun
: Persentase dokumen
Perencanaan,
11.01.2.01. B n, Pengenagaren dan perencanaan dan penganggaran 100% NA 100% 100% 100 100% 100% 100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
yang disusun tepat waktu =
Jumlah dokumen penganggaran PD 4 Totuarian 4 Dokumen
11.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan yang disusun hoiiion WS S onme 8 Dowmes 100 oy 100
R "7 |Perangkat Daerah
& Jumlah dokuenen parencandan PD 5 Dokumen MNA 6 Dekumen 8 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen
| yang disusun
11.01.2.01.07 |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ;?;T;Tapmn kinerja PD yang NA 20 Dokumen | 20 Dokumen | 100
< : Persentase dokumen dan
Administrasi Kevangan Pe
11.01.2.02. Daerdl b thgEt laporan keuangan yang disusun 100% NA 100% 100% 100 100% 100% 100
tepat waktu
KNl pombayaren grg) dan 3966 Kali NA NA NA 3966 Kall 3966 Kall
tunjangan ASN :
11.01.2.02.01 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumiah dokumen pengajuan gaji 100 100
dan tunjangan ASN dan Non ASN 26 Dokumen NA 28 Dokumen 26 Dokumen 26 Dokumen 26 Dokumen
yang disusun




1 - 3 B 5 6 7 8= (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (1014)
Persentase ASN yang terpanuni
Administrasi Kepegawaian P
1206, | rah i erangkat | administrasi kepegawaiannya 100% NA 100% 100% 100 100% 100% 100
dalam setahun
Sosialisasi Peraturan Perundang- Jumilah peserta yang mengikuti
1.2.05.10 (o] 100
. undangen aculalnasi 800 Orang NA 1000 Orang 1000 Orang 100 800 Orang 800 Orang
Persentase pemenuhan
12.06. [Administrasi Umum Perangkat Daersh |kebutuhan administrasi umum 100% NA 100% 100% 100 100% 100% 100
, dalam setahun
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan |Persentase pemenuhan kebutuhan
?.2.%.02 Kantor peralatan dan perlengkapan kantor 100% NA 100% 100% 100 100% 100% 100
Jumlah makanan yang disediakan 312 Kotek NA €156 Kotak €16 Kotak 312 Kotak 312 Kotak
1.2.06.04 |Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100 100
Jumlah air isi ulang yang disediakan NA NA NA NA NA NA
Jumiah barang yang dicetak 12200 Lembar 8310 Lembar 17950 Lembar [17950 Lembar 12200 Lembar| 12200 Lembar
Penyediaan Barang Cetakan dan
1:2.06.05 | o ggandaan Jumiah barang yang digandakan 2995 Lembar | 30000 Lembar | 2396 Lembar | 2398 Lembar| 100 | 2995 Lembar | 2995 Lembar 100
Jumizn iklan/publikasi media cetak NA NA NA NA NA MNA
Jumiah rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi luar daerah yang 10 Kzl NA 14 Kali 14 Kali 10 Kali 10 Kali
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan | dihadiri/diikuti 0 10
1.2.08.09 f 100
Konsultasi SKPD Jumlah rapat-rapat koordinas| dan
konsultas| dalam daerah yang . NA
dihadiri/diikuti
. Persentase pemenuhan jasa
Penyediaan Jasa Penunjan
1.2.08. |, ‘y::mahan ek o e penunjang urusan pemerintahan 100% NA 100% 100% 100 100% 100% 100
daerah dalam setahun
:Tg: ::: REXENing welenon g 24 Rekening 24 Rekening 24 Rekening 24 Rekening 24 Rekening 24 Rekening
Penyediaan Jasa Kemunikesi Sumber Jumlah rekening listrik yang dibayar 240 Rekening 24 Rekening 240 Rekening | 240 Rekening 240 Rekening 240 Rekening
1.2.08.02 . 10 100
Daya Air dan Listrik
Jumiah rekening air yang dibayar 36 Rekening 36 Rekening 36 Rekening 36 Rekening 3E Rekening 36 Rekening
Jyrnlah Feliing e yany 12 Rekening NA NAT, NA 12 Rekening 12 Rekening
= dibayar
Jumlah alat kebersihan yang dibeli 123 Buah 458 Buah 126 Buah 126 Buah 123 Buah 123 Buah
B i a || Py ecisan Ju3a Peralatin dan wHiish bahen; et ersitien: yeng 132 Buah 524 Buah 124 Buah 124 Buah 100 132 Buah 132 Buah 100
Perlengkapan Kantor dibeli
ARDISH psmbeysiaiiena 12 Kall 12 Kall 12 Kali 12 Kali 12 Kall 12 Kali
kebersihan
8 2.06.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah pembayaran honer 96 Kali 282 Kali 288 Kali 288 Kall 96 Kali 96 Kal st
1.2.08. 100
e Jumlah pembayaran lembur NA NA NA NA, NA NA




11 = (10/4)

1 2 Z 2 5 5 7 8= | 9 10= (5+7+9)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pihintans hatang mlllk:ur:h
91.2.09.  |Penunjang Urusan Pemerintahan PEMINIING LRiswn FemettEen 100% NA 100% 100% 100 100% 100% 100
Daerah daerah yang terpelihara dalam
setahun
Penyaglaan Jasa F‘en‘_lelihsraan, Biaya :!urnlah pemeliharaan kendaraan 1 Kali NA 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kall
01.2.00.01 Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan jabatan 100 100
=TT |Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas : -
. Jabatan Jflmfah RencesaI jEDaCe g 1 Unit NA 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit
A dibayar pajaknya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya i::::: ier::g:::'aan KANGRr Sy 120 Kali NA 57 Kall 57 Kail 120 Kall 120 Kall
01 2 00,02 |Pemelinaraan, Pajak dan Perizinan < an S
77 |Kendaraan Dinas Operasional atau Jumiah kendaraan oM 2o
Lapangan dinas/operasional yang dibayar 67 Unit NA, 86 Unit 66 Unit 67 Unit &7 Unit
: pajaknya
91.2.09 06 felmeilharaan Peralatan dan Mesin Jurplah pemeliharaan peralatan 29 Kall NA 22 Kall 22 Kall 100 22 Kall 22 Kali 100
. ainnya kerja
Persentase dokumen Lingkungan
PROGRAM PERENCANAAN Hidup yang ditetapkan dengan
. b o A Y Y 0
D2 LINGKUNGAN HIDUP PERDAPERKADA 70% NA 70% 70% 100 70% 700 10
Rencana Perlindungan dan Jumlah Dokumen Perencanaan
D2.2.01. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pelaporan Lingkungan Hidup 1 dokumen NA 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 1 dokumen 100
(RPPLH) dan yang disusun
Jumlah laporan pelaksanaan
P lian P
= 01,00, {Tongendelian Pelsinansen RPPLH RRPLH Kabupaten/Kota yang 1 dokumen NA 1 dokumen 1dokumen | 100 | 1 dokumen 1 dokumen 100
Kabupaten/Kota distisin
PROGRAM PENGENDALIAN Indeks Kualitas Air (IKA) 56,62 NA 56,57 53,70 094,03 56,62 56,62
D3, PENCEMARAN DAN/ATAU 100
KERUSAKAN LINGKUNGAN Indeks Kualitas Udara (IKU) 84 47 NA 84,37 83,99 99,55 84,47 84,47
Persentase sampel pengujian
kualitas air yang memenuhi baku
mutu dengan parameter BOD, 28,57% NA NA NA 28,57T% 28,57%
Pencegahan Pencemaran dan/atau COD, TSS, DO, fosfat, pH, nitrat
03.2.01, Kerusakan Lingkungan Hidup dan total coliform NA 100
Kabupaten/Kota Persentase sample pengujian &
kualitas udara yang memenuhi . =
- L
baku mutu dengan parameter m WA RA - 5% o
L NO2 dan SO2
Jumlah koordinasi yang dilakukan 10 Kali NA NA NA 10 Kali 10 Kall
Kaordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan|Jumlah alal pemantauan yan )
63.2.01 01 Pencegahan Pencemaran Lingkungan diadakan g 1 Unit INA NA NA ” 1 Unit 1 Unit b
?:duiD:akE:nakaﬂ Terhadap Media Jumlah sample pemantauan
anah A Udars gan Lt kualitas lingkungan (air, udara dan 36 Sampel NA NA NA 36 Sampel 36 Sampel

tanah) yang diuji dan di analisa




1 It 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) g 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
anggulangan Pencemaran dan/atau Sumiah lokeet .
1.03.2.02. usakan Lingkungan Hidup LR lQkas: pancedaram yang 2 Lokasi NA NA NA NA 2 Lokasi 2 Lokasi 100
bupaten/Kota ditanggulangi
Jumlah papan informasi NA NA NA NA NA NA
Jumiah peserta sosialisasi
emberian Informasi Peringatan penanggular_lgan pencemaran dan - NA NA NA - =
1.032.02.01. F‘encemaran dan/atau Kerusakan kerusakan Llngk‘ungan 100 100
Lingkungan Hidup pada Masyarakat ~ [Jumiah papan himbauan yang 4 Unit NA 14 Unit 14 Unit 4 Unit 4 Unit
diadakan
Jumiah publikasi informasl pada
” A N »
L media cetak/elektronik s - *
Pemulihan Pencemaran dan/atau Jumlah sumber
1.03.2.03. rusakan Lingkungan Hidup pencemaran/kerusakan yang 2 Lokasi NA NA NA NA 2 Lokasi 2 Lokasi 100
' Kabupaten/Kota dipulihkan
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan|JUMiah Koordinasi yang dilakukan 4 Kali NA NA NA o 4 Kali 4 Kall 166
i Jumiah bibit lkan yang diadakan 20000 Ekor NA NA NA 20000 Ekor 20000 Ekor
PROGRAM PENGELOLAAN
.04, 18 100
1.04 KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Indeks Kualitas Lahan 51,18 NA NA NA NA 51,18 51
04201, || orgelolsan Keanckarsgaman Hayati |, R di 23,739 NA NA NA NA 23,73% 23.73% 100
el Kabupaten/Kota ersentase RTH yang dikelola J73% T73% T3%
Luas taman yang dibangun - NA NA NA -
Jumiah bibit tanaman yang 3 A 4 . 450 Batan
diadakan untuk RTH 450 Batang NA NA N 50 Batang 4 g
1.04.2.01.04 || Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) [Jumiah alat pengelolaan RTH yang 2 Unit NA NA NA NA 2 Unit 2 Unit 100
diadakan
Jumiah tenaga pemeliharaan Ruang A NA NA 1500 OB 1500 OB
Terbuka Hijau yang menerima upah HeaR N ' ' ‘
Jumiah bibit tanaman yang
b ol T K . diadakan untuk taman 48070 Bibit NA NA NA 48070 Bibit 48070 Bibit
engelolaan Taman Keanekaragaman -, 100
1.04.2.01.05. Haysti Lainnya keanekaragaman hayati Lainnya R . NA
JllJmlah sumur resapan yang ] NA NA NA
dibangun
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN
BERBAHAYA BERACUN (B3) DAN Persentase penghasil limbah B3
.05, 45% 100
' LIMBAH BAHAN BERBAHAYA yang difasilitasi *% NA NA NA NA 45%
BERACUN (B3)
1.06.2.01.  |Penyimpanan Sementara Limbah B3  |Jumlah limbah B3 yang disimpan 500 Ton NA NA NA NA 500 Ton 500 Ton 100
g erifikasi Lapangan untuk Memastikan Jumiah Verifikasi Lapangan Rincian
Pemenuhan Persyaratan Administrasi Teknis Penyimpanan Limbah B3 ; ;

Limbah B3

yang dilakukan




10 = (5+7+8)

disosialisasi terkait peduli
lingkungan

1 2 3 P 5 3 7 8=(7/6) 9 19 = (10M)
PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase Ketaatan penanggung
PENGAWASAN TERHADAP IZIN jawab usaha dan/atau kegiatan
2.11.06. LINGKUNGAN DAN IZIN terhadap izin lingkungan, izin 42,80% NA NA NA NA 42,80% 42,80% 100
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN |PPLH dan PUU LH yang
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) diterbitkan
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap | Jumlah Ketaatan penanggung
usaha dan/atau Kegiatan yang Izin jawab usaha dan/atau kegiatan
Lingkungan dan lzin PPLH diterbitkan |terhadap izin lingkungan, izin
Il2.11.05.b.01. oleh Pemerintah Daerah PPLH dan PUU LH yang 18 Perusahaan NA NA NA NA 18 Perusahaan 18 Perusahaan 100
Kabupaten/Kota diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah Kab/Kota
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan |Jumiah usaha dan/atau kegiatan 18 Usah NA A -
2 11.06 2.01 03 {Y2"9 1zin Lingkungan Hidup, [zin PPLH  [Yang dibina/ diawasi e - N NA 18 Usaha 18 Usaha
4y 7 |yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah . NA 100
Kabupaten/Kota Jumiah peserta sosialisas| 40 Oran NA NA NA Or 40 O
i pelaporan Izin lingkungan rang I 40 Orang 0 Orang
PROGRAM PENGAKUAN Persentase pengakuan
KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM keberadaan MHA/kearifan lokal
2.11.07. ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN |dan hak MHA yang terkait PPLH 5% NA NA NA NA 5% 5% 100
HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN  |Yang ditetapkan dengan
PPLH PERKADA
Peningkatan Kapasitas MHA Dan Jumlah fasilitasi kegiatan
Kearifan Lokal, Pengetahuan peningkatan pengetahuan dan ) .
211.07.202. |1 disional dan Hak MHA yang terkait |keterampilan masyarakat Hukum VKoK NA NA NA NA 1 Kal 1jral 100
PPLH adat terkait PPLH
Pemberdayaan, Kemitraan, Jumlah peserta pembinaan/
Pendampingan dan Penguatan pendampingan Kelestarian 40 Orang NA MNA NA 40 Orang 40 Orang
Kelembagaan MHA, Kearifan [okal, Lingkungan ' i
2.11.07.2.02.01 i .
p‘::gemh”a" Ti;?:dlswnal den Hak MHA  [Timiah fasilitas| penyediaan sarana NA 100
terkait dengan PPLH dan prasarana pelestarian NA NA NA i
lingkungan
PROGRAM PENINGKATAN PR "":“‘9‘
2.11.08. PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN masysratielompok 10% NA NA NA ™ Aght A 400
PENYULUHAN LINGKUNGAN Hipup | Masyarakat yang pedull
' lingkungan -
Penyelenggaraan Pendidikan, .
Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan SuAet pol sen yang S n
2.11.08.2.01. Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan kepada lembaga kemasyarakatan 8 Kali NA NA NA NA 8 Kali 8 Kali 100
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di satu kabupaten/kota
Jumlah lembaga (kelompok
Peningkatan Kapasitas dan Kompetens |M2SYarakat) yang dibina 2 Kelompok NA 2 Kelompok 2 Kelompok 2 Kelompok 2 Kelompok
Sumber Daya Manusia Bidang Jumlah mas b
211.08.201.01 |, : yarakat/lembaga : ,
Lingkungan Hidup untuk Lembaga masyarakat yang didiklat/dibina/ ™ w0
Kemasyarakatan NA NA NA NA NA




1 2 3 4 5 € 7 8= (7/6) ' ] 10 = (5+7+8) 11 = (10M)
P.andampingan Gerakan Lingkungan Jumlah lembaga/ kelompok .
1.08.2.01.02 (Hidup Gerakan Lingkungan Hidup yang 35 Lembaga NA NA NA NA | 35Lembaga 35 Lembaga 100
didampingi
Persentase lembaga
PROGRAM PENGHARGAAN e :
1.09. LINGKUNGAN HIDUP UNTUK ";'":"‘ PAIFRCEIIAN hody 10% NA NA NA NA 10% 10% 100
MASYARAKAT ngkungan yang mendapatkan
L penghargaan di tingkat
Nasional/Propinsi
Pemberian Penghargaan Lingkungan |Jumlah pemberian penghargaan
1.09.2.01. f
Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |lingkungan Hidup 2 A NA NA NA 2 Kali 2 Kali 100
Penilaian Kinerjq Masyarekat/Lembaga |Jumiah penilaian masyarakat peduli
Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia dan berbudaya lingkungan vang
Pendidikan/ diselenggarakan
1.09.2.01.01 |Filantropi dalam Perlindungan dan 2 Kali NA NA NA NA 2 Kali 2 Kali 100
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
PROGRAM PENANGANAN Persentase pengaduan
1.10. peng
PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | masyarakat yang ditindaklanjuti 1oo% 0N wo b s P g o
Jumiah penanganan pengaduan
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat rnlasyarakat terkait izin lingkungan
o di Bidang Perlindungan dan izin F'FLH dan PUU LH yang di 4
4 .01. Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) terbitkan oleh pemerintah daerah 2 Kali NA NA NA NA 2 Kali 2 Kall oo
kabupaten/kota, lokasi usahe dan
Kabupaten/Kota :
dampaknya di daerah kabupaten/
I kota
Jumlah pengaduan masyarakat a
2 1 I 2 €
1.10.2.01 01 | €Ngelolaan Pengaduan Masyarakat yang ditangani SIS i s s - ik g 100
2. terhadap PPLH Kabupaten®ota Jumlah Peserta Sosialisasi Tata 40 Or NA NA N2 " 40 O 40 Oran;
cara Pengaduan one . b g
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase timbulan sampah
1.11. ©
i PERSAMPAHAN yang dikelola 40% NA NA NA NA 40% 40% 100
Jumlah timbul
umin hP"""‘g'“'“ mERian 19,690 m? NA _NA= NA 19.690 m* 19.690 m®
1.11.2.01.  |Pengelolaan Sampah sampah NA 100
NN R e ARG RN tenbaei 24.580 Ton NA NA NA 24580 Ton |  24.580 Ton
— sampah
Penanganan Sampah dengan melakukan |Jumlah pembayaran tenaga ’ = pon : :
1.11.2.01.03 i 56 |
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, |kebersihan jalan fasilitas umum 1560 Kali NA 1580 Kal 1560 Kal 1560 Kali 1560 Kali
Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Jumlah sarane den prasarana 100 Lo
Sampah di TPA/TPST/SPA pemeliharaan kebersihan yang 9245 Buah NA NA A 9245 Bugh 9245 Buah
Kabupaten/Kota diadakan
3 : Jumiah peserta sosialisasi/
Peningkatan Peran serta Mas ;
1.11.2.01.04 g yarael pelatihan/penyuluhan pengolahan 75 Orang 250 Orang 455 Orang 455 Orang 100 75 Orang 75 Orang 100

dalam Pengelolaan Persampahan

sampah




Berdasarkan tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan
pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2021, disimpulkan
capaian kinerja target dan realisasi Program pada Renja Tahun 2021, yaitu :

1. Terdapat 2 Program yang realisasinya dibawah target yang telah ditetapkan :

1. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
dengan indikator persentase layanan pengelolaan persampahan pada
Tahun 2021 ditargetkan 24.88% terealisasi sebesar 24,42%. Hal ini
dikarenakan refocusing dan efisiensi anggaran untuk penanganan
pandemic Covid-19.

2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
dengan indikator Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara pada
Tahun 2021 ditargetkan 56.57 dan 84.37 terealisasi sebesar 53.70 dan
83.99. Hal ini dikarenakan masih adanya pencemaran air dan udara
yang diakibatkan antara lain aktivitas sumber pencemar yang beragam,
kurangnya kesadaran pelaku usaha dan/atau kegiatan, kurangnya
kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan
pencemaran air, peningkatan jumlah usaha/kegiatan dan jumlah
kendaraan bermotor.

2. Terdapat 5 Program yang target dan realisasinya tidak terisi, yaitu Program

2.2

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), Program Pengendalian
Bahan Berbahaya Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Program
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin LingRungan dan Izin
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Program Peningkatan
Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup serta Program
Pengelolaan Persampahan dikarenakan adanya pemetaan Indikator Kinerja
berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017, Permendagri No. 17 Tahun
2021 dan Permendagri No. 18 Tahun 2020.

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang sehat dan tangguh

bencana merupakan target program dari Dinas Lingkungan Hidup. Sasaran

tersebut dapat dicapai melalui beberapa program kegiatan yang berkaitan
dan saling mendukung. Kegiatan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup sesuai
dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya,antara lain :

1. Memberikan bimbingan dan penyiapan pengisian dokumen lingkungan
kepada masyarakat dan atau dunia usaha dalam melaksanakan suatu
permochonan usaha dan atau kegiatan melalui manajemen perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam dokumen
AMDAL, UKL/UPL dan atau SPPL dan DPPL;

2. Memberikan rekomendasi teknis di bidang lingkungan hidup (AMDAL,
UKL/UPL, SPPL, DPPL) kepada pelaku dunia usaha dan atau kegiatan
yang meliputi pengelolaan limbah, pemanfaatan limbah serta gangguan
lingkungan (HO) terhadap masyarakat yang terkena dampak usaha atau
kegiatan;

3. Bantuan penyelesaian konflik/sengketa lingkungan;

4. Pembinaan sekolah yang berwawasan lingkungan, dengan mengikutkan
lomba calon sekolah adiwivata;

5. Mewujudkan kota Ngawi yang Bersih, sehat dan nyaman menerapkan
prinsip-prinsip Good governance dengan ikut lomba program ADIPURA;

6. Meningkatkan partisipasi dan kepedulian terhadap pelestarian
lingkungan, dengan menjaring calon-calon penerima penghargaan
Kalpataru;

7. Menciptakan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap
lingkungan hidup dengan menyelenggarakan lomba-lomba bertema
lingkungan hidup;



10.

41

13.

14.

. Menyediakan kebutuhan akan data dan laporan Status Lingkungan

Hidup Daerah (SLHD).

Meningkatkankan pengendalian pencemaran Lingkungan dengan
memberikan sosialisasi dan bantuan [PAL USK bagi usaha.
Meningkatkan pengurangan Sampah dengan fasilitasi terbentuknya
Bank Sampah serta memberikan bantuan sarana dan parasrana
pendukungnya.

Meningkatkan ketersediaan Air tanah dengan meningkatkan konservasi
serta perlindungan sumber daya alam.

. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengurangi Gas Rumah

Kaca (GRK) dengan Gerakan Ngawi Hijau.

Meningkatkan Kualitas Ruang terbuka Hijau yang ramah anak, ramah
disabilitas, dengan kegiatan pengembangan Ruang terbuka Hijau
Analisis kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup sesuai tugas, fungsi
dan kewenangannya dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Ngawi

f———————
SPM/Stand Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi
; ar .
No |, Indikator Nasional IKK [ Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 Catatan Analisis
(thn n-2) ( thn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n-2) ( thn n-1) (thn n) (thn n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Niiai LHE AKIP Hasil penghitungan pada Kertas Kerja
" g Perangkat Daerah 79,75 80,05 80,10 80,15 79,75 80,06 80,10 80,15 Evaluasi AKIP Perangkat Daerah
Indeks Kualitas N
. < (0 |+
2 |Lingkungan Hidup 66,64 66,71 66,78 66,85 65,44 66,71 66,78 66,85 S RIBA) = L0400 X IR
(IKLH) (0.219 x IKL )
Nilai Pengurangan Sampah Plastik + Nilai
Indeks Kinerja Kinerja Fasilitas Pengelolaan Sampah
3 |Pengelolaan Sampah 4525 47 45 48,95 50,45 3525 47 .45 48,95 5045 Sebelum Masuk TPA
(IKPS)
2




2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi tidak

terlepas dari dokumen perencanaan daerah sebagaimana tertuang dalam

RPJMD. Dalam penyusunan dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Ngawi, pencapaian visi misi Kabupaten Ngawi menjadi salah satu

fokus dan tujuan utama yang harus dipenuhi. Sebagaimana tertuang dalam

salah satu misi yakni misi ke 4 merupakan misi yang sangat terkait dengan

Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu perangkat daerah pendukung

dalam upaya pencapaiannya. Misi dimaksud adalah “Meningkatkan kualitas

infrastruktur guna percepatan pembangunan yang berkesinambungan”.

Tujuan dari misi tersebut adalah meningkatkan kualitas infrastruktur yang

berkelanjutan. Sasaran yang merupakan target atau hasil yang diharapkan

dan menjadi tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi
yakni meningkatnya Implementasi SAKIP perangkat daerah dan meningkatnya
kualitas lingkungan hidup yang tanggap terhadap perubahan iklim. Dalam
mencapai peran vang diharapkan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi
berusaha mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan

dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di

Kabupaten Ngawi yang masih menjadi permasalahan adalah :

1) Tidak terkendalinya penggunaan produk tidak ramah lingkungan dalam
kehidupan sehari-hari yang menyebabkan sampah sulit untuk diurai

2) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelpla sampah masih
menjadi persoalan tersendiri. b

3) Kondisi infrastruktur prasarana wilayah yang kurang memadai,

4) Penurunan debit air yang disebabkan oleh penggundulan hutan dan
perubahan iklim global;

5) Kegiatan penebangan hutan dan kegiatan pertanian yang tidak memakai
konsep teknologi konservasi tanah terutama pertanian lahan kering di
tambah dengan kegiatan pemupukan yang tidak seimbang dan pemakaian
pestisida yang berlebihan sehingga tingkat erosi masih sangat tinggi hal
ini akan menambah lebih besar lahan kering;

6) Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
dalam kegiatan/usaha masih belum nampak optimal;

7) Peningkatan eksploitasi pertambangan rakyat khususnya bahan galian
golongan C di Kabupaten Ngawi yang tidak mempunyai ijin, hal ini sangat
mengkhawatirkan serta menyebabkan bergesernya ekosistem serta
merusak struktur tanah yang mengakibatkan longsor;

8) Peningkatan eksplorasi dan eksploitasi air bawah tanah yang kurang
terkendali dari kelompok usaha maupun perorangan untuk usaha rumah
tangga ataupun pertanian sehingga menyebabkan adanya infiltrasi
konsolidasi terhadap struktur tanah;

9) Peningkatan pemanfaatan energi yang berlebihan dari masyarakat awam
dan pengusaha nakal tanpa memperhatikan ekosistem dan lingkungan;

10) Peningkatan suhu udara di dalam kota yang semakin panas diakibatkan
dari berkurangnya daerah resapan kota, Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau
taman-taman dalam kota kabupaten dan kota Kecamatan.

11) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola limbah dan buangan
gas yang benar serta kewajiban dan tanggungjawab secara yuridis dan
sosial di dalam masyarakat dalam suatu kegiatan atau usaha.

12) Pembangunan industri dan fasilitas umum yang tidak memperhatikan
ruang terbuka hijau dengan sistem infiltrasi air ke dalam tanah, karena
kebanyakan area terbuka yang dimiliki dibuat paving atau aspal sehingga
menyebabkan aliran permukaan besar dan menyebabkan peningkatan
suhu dengan kelembaban udara yang semakin rendah.
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Berdasarkan isu-isu yang terjadi di Kabupaten Ngawi, permasalahan yang
dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup
adalah :

1. Cepatnya pertumbuhan industri atau jasa serta pemukiman yang
menyebabkan berkurangnya daya dukung lingkungan akibat pembuangan
limbah ke media lingkungan air, tanah dan udara;

2. Rendahnya penerapan pengurangan sampah dengan metode 3R yakni
reduce, reuse, and recycle;

3. Belum adanya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLHD) sehingga
masalah penanganan kasus lingkungan kurang maksimal,

4. Belum adanya Penetapen Daya Tampung Beban Pencemaran (DTBP) air
pada badan air di Kabupaten Ngawi;

5. Belum adanya peta inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar untuk
mengetahui potensi sumber pencemar;

6. Belum optimalnya upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan
lingkungan,

7. Minimnya sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan dan
pelayanan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL dan SPPL);

8. Pemanasan global yang vang diakibatkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK);

9. Perubahan fungsi lahan serta rendahnya peran serta masyarakat dalam
melaksanakan konservasi dan pengelolaan bLlTl‘llJ(: daya alam secara
berkelanjutan; :

10. Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan
lingkungan hidup.

Selain dari permasalahan tersebut yang harus dihadapi adalah permasalahan

keterbatasan SDM dengan kapasitas yang memadai dalam pengembangan

pengetahuan di bidang pengawasan dan pengendalian pencemaran.

Pengembangan SDM ini memerlukan proses pendidikan dan pelatihan yang

intensif dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan hasil yang signifikan.

Selain itu keterlibatan dan keikutsertaan instansi terkait dalam
koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi program pembangunan bidang
lingkungan hidup yang menyebabkan hal tersebut menjadi permasalahan
khusus adalah karena adanya kepentingan yang berbeda-beda dari para
pengambil kebijakan di masing-masing instansi.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas
Lingkungan Hidup antara lain
a. Terbatasnya jumlah SDM yang berkompeten;

b. Masih minimnya regulasi daerah terkait pengelolaan lingkungan hidup;

c. Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang
konsep pelestarian ketersediaan sumber daya alam dan pengelolaan
lingkungan hidup;

d. Adanya Perda pengelolaan Lingkungan hidup yang dapat dijadikan dasar
hukum dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten
Ngawi dan menerapkan perijinan dan meningkatkan pengawasan industri
penghasil limbah;

e. Mulai tumbuhnya kesadaran dan dukungan masyarakat akan kebutuhan
untuk terciptanya lingkungan vang bersih dan berkualitas;

f. Munculnya LSM yang peduli dengan pengelolaan lingkungan hidup serta
organisasi masyarakat pemerhati lingkungan;

g. Adanya dukungan dan komitmen yang tinggi terhadap pembangunan
berbasis lingkungan oleh Pemerintah daerah;

h. Isu lingkungan yang telah menjadi isu global dan meningkatnya tuntutan
terhadap kegiatan yang berwawasan lingkungan.
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Pengawasan terhadap fungsi badan air / sungai sebagai fungsi sungai /
drainase bukan sebagai tempat pembuangan limbah/sampah secara
langsung.

Mengembangkan teknologi yang berwawasan lingkungan dalam

pengelolaan sumberdaya air dan industri yang ramah lingkungan.

Rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam

perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

antara lain:

a. Penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup melalui
Program Perencanaan Lingkungan Hidup;

b. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya pencegahan
perusakan dan/ atau pencemaran lingkungan hidup melalui Program
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;

c. Meningkatkan luasan dan kualitas ruang terbuka hijau melalui
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);

d. Terlaksananya upaya pengendalian pencemaran limbah B3 melalui
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

e. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau
kegiatan dalam mengelola serta memantau lingkungan hidup sesuai
yang tertuang pada dokumen Usaha Pengelolagn Lingkungan dan
Usaha Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL): melalui Program
Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);

f. Meningkatkan kapasitas MHA dan kearifan Ilokal, pengetahuan
tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH melalui Program
Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan
Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH;

g. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia
bidang lingkungan hidup melalui Program Pendidikan, Pelatihan dan
Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;

h. Meningkatkan  kinerja masyarakat/lembaga  masyarakat/dunia
usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam  perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup melalui Program Penghargaan
Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;

i. Meningkatkan penanganan pengaduan masyarakat terkait izin
lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah
daerah melalui Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;

j. Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan serta meminimalkan

dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah dan berupaya untuk
meningkatkan nilai guna dari sampah melalui Program Pengelolaan
Persampahan.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas
Lingkungan Hidup berdasarkan pada dokumen Rencana Strategis Dinas
Lingkungan Hidup periode 2022-2026 yang telah disusun, dan direview
atas pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.
Program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang di dalam
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup merupakan kebutuhan dan
menjadi skala prioritas untuk dilaksanakan. Hal tersebut sebagai upaya
mengakomodir rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup guna mendukung
fungsi perlindungan dan pengawasan lingkungan hidup di Kabupaten
Ngawi.



Review terhadap rancangan awal dilakukan untuk memberi
keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan bahwa
informasi dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah
sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah. Dimana
dari hasil review yang dilakukan, program, kegiatan dan sub kegiatan
telah sesuai dengan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Adapun review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah
Daerah dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut :



Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Kabupaten Ngawl
ma PD : Dinas Lingkungan Hidup .
: e
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Pagu Indikatil Catatan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Targel Target Kebutuhan | pga
rog eg eg Lokasi Indikator Kinerja Capalan {Rp.000) Program/Kegiatan Lokas| Indikator Kinerja Capalan Dana e
2 3 a 5 [ 7 8 g 10 1| 12
| Program Pengembangan Sistem Dan Persentase layanan pengelolaan Program Pengembangan Sistem Dan Persentase layanan pengelolaan
28,11% 3 ya penge 8, f
Pengelolaan Persampahan Regional sampah = e Pengelolaan Persampahan Reglonal sampah A o
Pengembangan Sistem dan Persentase penyediaan sarana dan Pengembangan Sistem dan Persentase penyediaan sarana dan
Pengelolaan Persampahan di prasarana pengelolaan 16,01% 814.000 |Pengelolaan Persampahan di prasarana pengelolaan 16.01% 814.000
persampahan Kabupaten/Kota rsampahan
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- Kab. Ngawi Jumlah rumah tangga yang terdayani 400 Rumah 814.000 Pembangunan TPATPSTISPAITFS- K Jumizh rumah tangga yang tertayan 400 Rumah 814.000
3RITPS : TPA/TPST/SPAITPS-3RITPS Tangga | PXl3rrrps 36 NgaW! | 1pATPSTISPATTPS-3RITPS Tangga | '
Jumlah TPA/TPST/SPATPS-3RTFS 2 Unit Jumiah TPATPST/SPAITPS-3RITPS 2 Unit
. yang dibangun yang dibangun =
Program Penunjang Urusan Persentase pemenuhan urusan Program Penunjang Urusan Persentas ha
_ 100% 15.315.837.774 ng ers e pemenuhan urusan 315,837,774
merintahan Dasrah Kabupaten/Xots pemerintahan daerah dalam setahun 774 | pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pemerintahan daerah dalam setahun | 00 | 15315837
Persentase Dokumen Perencanaan Persentase Dokumen Perencanaan
Perencanaan, Penganggaran dan . i
DLH penganggaran dan eaviuasi kinerja PD 100¢ Perencanaan, Penganggaran dan per ran dan eaviuasi kinerja PL .
ibuas! Kinavja Paranghsat Unersh yang disusun tepal vaktu i o Evaluasl Kinerja Perangkat Daerah OLH van‘g?:l.?:un tepat waktu 100% §6.700
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumiah dokumen perencanaan Pen rencanaan
yusunan Dokumen Perencanaan 0 Jumiah dokumen perencanas X ~
Perangkal Daerah DLH perangkat daerzh 5 Dokumen 30.700 Perangkat Dasrah DLH perangkat daereh 5 Dokumen 30 700
Jumiah peserta yang mengikuti forum Jurnlah peserta yang mengikuti forun .
perangkal daerah 50 Orang parangkat daerah 50 Crang
Koordinasi dan Penyusunan ~ |Jumiah dokumen RKA-SKPD dan ) Jumiah dokumen RKA-SKPD dan
Dokumen RKA- SKPD DLH  |laporan hasil koordinasi penyusunan | 1 Dokumen 3500 ;ﬁ?’g:ﬁomn PangrsOse: Echyman DLH  [taporan hesi koordinasi peryusunar 1 Dokumen 3,500
dokumen RKA-SKPD dokumen RKA-SKFPD
Jumiah Diokumen Perubahan RKA- Jumiah Dok 1 Perubahan RKA-
Koordinasi dan Penyusunan puH  |SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi |, o\ 3 500 | Koordinesi dan Penyusunan  Dokumen BLH SL::'D dan L:";:ar:-'i:sﬁ Koordinasi 1 Dok 3500
Dokumen Perubahan RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan RKA = Perubahan RKA-SKPD DL Peryusurian Dokumen Perubatan RKA] 1 © umen "
SKPD SKPD
: Jumiah Dokumen DPA-SKPD dan Jumiah Dokumen DPA-SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD DLH Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan | 2 Dokumen 3500 |Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD DLH Laporan Hasil Koordinast Penyusunan | 2 Dokumen 3500
Dokumen DPA-SKPD Dokumen DPA-SKPD
Koordinasi dan Pe oneeod on PG SF Jumiah Dokumen Perubahan DPA-
inasi nyusunan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Koordinasi dan Penyusunan Pgrubahan SKPD dan L n Hasil Koordinasi
DLH ¥ st R i apora
Perubahan DPA- SKPD :en]rusunan Dokurmen Perubahan DPA 2 Dolumen 3.500 DPA- SKPD i = Qi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA ZDowATI. B
KPD SKPD
; Jumiah Leporan Eveluasi Kinerja i Jumiah Laporan Evaluas: Kinerj
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DLH 7 12, P poral ® 7
Perangkat Daersh Laporan 2.000 |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DLH Pe Daersh Laporan 12.000
Administrasi Keuangan Perangkat Prosentase dokumen dan laporan Administrasi Keuangan Perangkat Prosentase dokumen dan lapora
1 522 pote % ’
Daerah keuangan yang disusun fepat wakiu 00% 12.522.643,208 [ s g Somal el 100% 12.522.643,298
Jumiah Ora Menerima h O &l Menerima
Gal den Tunjangan ASN 4004 Kall o T, 4004 Kal
| Penyediaan Gaiji dan Tunjangan ASN DLH Jumiah dokumen pengajuan gaji dan 36 12512 643,298 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN DLH  [Jumlah dokumen pengajuan gaji dan 12.5126432,298
ll.]njangsn ASN dan Non ASN yang Dok lunjangan ASN dan Non ASN yang 26 Dokumen
disusun disusun
o Jumiah Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumiah Laporan Keuangan Akhir Tahun
Koordinas: dan Penyusunan Laporan OLM SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi . i 3060 Koordinasi dan Penyusunan Laporan DLH SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi bl 3,000
Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir povan ; Keuangan Akhir Tahun SKPD L Penyusunan Laporan Keuangan Akhir HHpo "
Tahun SKPD Tahun SKPD




2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
#._mlal‘l Laporan Kemmn:aSnK?’m Jumiah Laporan Keuangan Bulanan/
Koordines! dan Penyusunan Laporan Laporan Koordinesi Penyusunan Koordinasi dan Penyusunan Laporan I:wulmz:(n;o&mr B:‘;‘;" 3:?"2:’"
Bl.lalmmmml , S— DLH Laporan Keuangan 50 Laporan 7.000 ;zt.:ggan Bulanan/Triwulanan/Semesteran DLH L n Keuangan y 50 Laporan 7.000
guKI;rDbanff riwulanan/Semesteran Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKFD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Persentase ASN yang terpenuhi Persentase ASN yang terpenuhl
Administrasl Kepegawalan Perangkat yang erpe
Daerah administrasi kepegawalannya dalam |  100% 306.880 | v PR ™ administrasi kepegawalannya dalam | 100% 306.880
setahun setahun
o > - — .
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut plH [Jumiah Paket Pakaian Dines beserta | , o 35 180 Pengadaan Pakaian Dinas Beseria Atribut Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta .
Selnghapannys Alribut Kelengkapan Kelengkapannya OLH | atrbut Kelengkapan P 190
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumiah Pegawai Berdasarkan Tugas _ Jumlah Pegawal Berdasarkan Tugas
Berdasarkan Tugas dan Fungsi DLH g:: Fungeiyeng Mengi Pendidkan | 8 Orang 80.700| | SN, o p"’c‘l‘::“'psm_‘“' OLH  |dan Fungsi yang Mengikuti Perdidiken | 8 Orang 80.700
elatihar i E dan Pelatihan
Sosialisasi Peraturan Perundang- Jumiah Orang yang Mengikuti Jumiah Orang yang Mengikuti
undangan DLH Solhllm:i Peraturan Perundang- 500 Orang 100.000|Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan|  DLH  |Sosialisasi Peraturan Perundang- 500 Orang 100.000
: Undanga Undangan
|Bimbingan Teknis Implementasi Pereturan Jumish Orang yang Mangikuti - Jumian Orang yang Mengikut
| ol DLH  |Bimbingan Teknis Implementasi 80 Orang 90.000 PB"E"U"’“';“:" Tf:::‘ IO ol OLH  |Bimbingan Teknis Implementas: 50 Orang 90.000
: Peraturan Perundang-Undangan st Peraturan Perundang-Undangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan Persentase pemenuhan kebutuhan
adiladsbinst v datany sltaiia 100% 311.923,000| Administrasi Umum Perangkat Daerah e Bnbiisbrach winine daiom aatele 100% 311,823,000
Penyediaan Komponen Instalasi Jumiah Faket Komporen Instalasi Jumiah Paket Komponen Instalasi
vl } P
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor DLH ;’:mmiﬂ Bangunan Kantor 4 Paket 13.000 LI::::;?“ Kom;cg::;:zt:ﬁa”m DLH Listrik/Penerangan Bangunan Kanlor 4 Pake! 13.000
o : yang Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Perdengkapan Jurmish Pakel Peraletan den Penvedisan Parslatan dan Perlengkapan Jumish Paket Peralatan dan
Kanlor DLH Perlengkapan Kanior yang Disediakan 4 Pakel 104177 Y e el ol L Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 041
. . Kantor
Jumiah Paket Bahan Logistik Kantor i
| |Penyedisan Bahan Logisi Kantor LTI i : ogist 4 Paket 13.373| Penyedisan Bahan Logistik Kanter DLH :;‘:;’gixf::::““ Logtstik Kartor 4 Paket 12373
Jumiah Paket Barang Cetakan dan
Penyediaan Barang C vdah 2 4 Paket i Jumiah Paket Barang Cetakan dan
DLy |Penggandaan yang Disediakan 20,000| Penyediean Barang Cetakan dan o+ |Penggandaan yang Disedieken 4 Pakel o
Jumlah barang yang digandakan 528 Pengoanasen
Lem Jumlah barang yang digandakan 76828 Lembar
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan, Jumiah Dokumen Bahan Bacaan dan " Jumiah Dokumen Bahan Bacaan dan
P .
Perundang-undangan DLH | Peraturan Perundang-Undangan yang |48 Dokumen 6360 P:?u’::a?;u?d:ﬁnm“n S DLH  |Peraturan Perundang-Undangan yang | 48 Dokumen 6360
Disediakan Disediakan
. #’;:‘:h Laporan Fasilitasi Kunjungan | , Laporen #umlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 10 Laporan
|Fasilitasi Kunjungan Tamu DLH s e T 20.700|Fasilitasi Kunjungan Tamu DLH el 20700
300 Kotak o M Jumilah mamin Kunjungan Tamu yang
disediakan v disediakan ARt
Jumiah Laporan Penyelenggaraan
Pen n Rapat Koordin ! : 130 La n Jumilah Laperan Penyelenggaraan
an‘mma = s den puy  |Repet Koordinasi dan Konsultasi SKPD i 54 313!5“‘”&?@;?8 Rapat Koordinasi dan oLh  |Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD I Lape T
- onsultasi
Jumilah mamin Rapat SKPD I
iy yang 700 Kotak {J;lrnlah i:::mm Rapat SKPD yang 700 Kotak
Pengadaan Barang MIilik Daerah Persentase administrasi barang Persentase administrasi bar
Pengadaan Barang Milik Daerah i
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah milik zmah yang difasilitasi dalam |  100% 123.135,000 “:ﬂ“j gl ::p Sontal n:;: i milik daerah yang difasilitasi dalam 100% 123.135,000
| setahun setahun
P =
engadaan Mebel DLH  |Jumiah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 18.057| Pengadaan Mebel DLH  |Jumish Pakel Mebel yang Disediakan 3 Unit 18.067
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya DLH Jurniah Unit Peralatan dan Mesin 16 Unit Jumiah Unit Peralatan dan Mesin
g ¥ 105 068| Pengadaan Peralatan dan Mesi r i
Lainnya yang disediakan ngadaan Peralatan dan Mesin Lainnya DLH Lsirpovaiyi hvedinian 16 Unit 105.068




- £ - 4 5 8 7 8 9 10 112
Penyediaan Jasa Penu Urumn Persentase pemenuhan jasa Persentase pemenuhan Jasa
Pemerintahan Daerah e penunjang urusan pemerintahan 100% 529.108,476 mm?m“"“ Ve penunjang urusan pemerintahan 100% 529,108,476
: daerah dalam setahun daerah dalam setahun 3
Penyediaan Jasa Kemunikasi, Sumter Jumiah iklan/publikasi media cetak dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumiah iklar/publikasi media cetak dan .
y i ‘ f e 3 3090 306,47
Daya Air dan Listrik DLH ektronik 3 Kali 399.306 478 Daya Air dan Listrik DLH ik Kali 99 306,476
Jumish Laporan Penyediean Jasa Jumlah Laporan Penyedizan Jase
Komunikasi, Sumber Daya Air dan 312 Laporan| Komunikasi, Sumber Daya Air dan 312 Laporan
. Listrik yang Disediakan Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Laporan Penyedisan Jasa : ; Jumiah Laporan Penyediaan Jass )
P Kant DLH Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 Laporan 12.0C0 Penyediaan d@sa Persietan dan CLH Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 Laporan 12.000
erlengkapan Kantor 3 Perlengkapan Kantor :
. yang Disediakan yang Disedizkan
Jumlah Laporan Penyedisan Jasa Jumiah Laporan Penyediasn Jasa
Jasa Pel u 4 -
Pml : yuciaany Jesa Peiayanan Umum DLH Pelayanan Umum Kantor yang 258 Laporan 117.802| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor DLH Pelayanan Umum Kantor yang 258 Laporan 117.802
Disediakan Disediakan
Pemeliharaan Barang Millk Daeras Persentase barang milik daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase barang milik daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan PONUNANG UTESEn Pesnasimtan n 100% 1.465.248 | Penunjang Urusan Pemerintahan penunjang Urusan pamerintahan 100% 1.465.248
Daerah daerah yang terpelihara dalam D h daerah yang terpelihara dalam
setahun setahun
Penyediaan Jasa Pemelharaan, Bi dis T
Pemeliharaan dan Pajak Kenda i Jumiah Kendaraan Ferorangan Dinas Pen el s p"""’.""“"‘““‘ Biayz Jumiah Kenderaan Perorangan Dinas
n dan Pajak Kendaraan DLH : : Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan ’ : 2 Un 32.000
P Dinas atau Kendaraan Cmas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 2 Unit 32,000 . z DLH atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 2 Ur 320
erorangan i . y Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 2 =
Ukbatin Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Dipelihara dan dibayarkan Pajaknys
Jabalan
Penyediasn Jasa Pemeliharaan, B ediaan J z .
Pemeli Pajak dan Perizi e Jumlah Kendaraan Dinas Operasional i nJasa Pemaiharsan, Blay Jumiah Kendaraan Dinas Opearasicnal
inaraan, Pajak dan Perzinan DLH La varg Dibek 242 . +g| Pemeliharaan, Pajek dan Perzinan - D 3 247 Unit 1 285 478
Kendaraan Dinas Operasional atau :t:: mﬂ ,La:g ;pe!mara dan 2 Unit 285478 K raen Dinas Operasional stay DLH ai:: La:ang:n '_.;a;ag F;D%na: cllan 242 Uni 2
| Lapangan iDayarkan Fajek dan Fer@inannya Lapangan dibayarkan Paja n Perzinannya
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumiah Peralatan dan Mesin Jumish Peralatan dan Mesin .
o i 70UnM 27770
, Lainnya DL Lainnya yang Dipeii TOUnit 27 770|Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya DLH Lainnye: yeng Dipelihara LR 7
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan oz ol oy AN gl Pemeliharaan/Rehabiltasi Sarana dan Jumish Swana den Prasarane
Prasarana Pendukung Gedung Karir pu  |enauung Gacing Kanior atau 3 Unit 120.000|Prasarena Pendukung Geduna Kantor Gl | JESnEIRg SRSunG Kerinn A 3 Unit 120,000
atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang i Banacosn Lakinie Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi Dipelihara/Direhabilitasi
ROGRAM PERENCANAAN Persentase Dokumen Lingkungan ROG! NAA Persentase Dokumen Lingkungan
| IENGKUNGAN HIDUP Hidup yang ditetapkan dengan 70% 180.500 zmxﬁzﬁ:ﬁggs 3 Hidup yang yang ditetapkan dengan 70% 180.500
PERDA/PERKADA PERDAIPERKADA
Rencana Perlindungan dan Cakupan Dokumen Rencana Cakupan Dokumen Rencana
Pengelolaan Lingkungan Hidup Perfindungan dan Pengelolaan 2 Dokumen 180.500 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Perlindungan dan Pengelolaan 7 Dokumen 180,500
(RPPLH) Lingkungan Hidup yang disusun Lingkungan Hidup (RPPLH) Lingkungan Hidup yang disusun
. Jumish Dokumen Telaahan R Jumlah Dokumen Telaahan
engendalian Pelaksanaan RPPLH . |Kebijakan yang Telah Mengakomodit Pengendalian Pelaksanaan RPELH . |Kebijakan yang Telah Mengakomodit |
Kabupaten/Kota Kab. Ngawi RPPLH Kabupaten/Kota 2 Dokumen 180.5001 rirerie Kab Ngawi |poe) i kaby anter/iKola 2 Dokumen 180.500
|PROGRAM PENGENDALIAN PROGRAM PENGENDALIAN
Indeks Kualitas Air (IKA 56,67 Indeks Kualitas Air (IKA 56,67
PENCEMARAN DANIATAU s 1.521.000 | PENCEMARAN DAN/ATAU e 1.521.000
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDU® Indeks Kualitas Udara (IKU) 84,57 KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Indeks Kualitas Udara (IKU) 84,57
Persentase sampel pengujian Persentase sampel pengujian _
kualitas air yang memenuhi baku kualitas air yang memenuhi baku
mutu dengan parameter BOD, COD, | 28,57% mutu dengan parameter BOD, COD, 28,57%
Pencegahan Pencemaran dan/atas TSS, DO, fosfat, pH, nitrat dan total Pencegahan Pencemaran dan/atau TSS, DO, fosfat, pH, nitrat dan total
Kerusakan Lingkungan Hidup coliform 531.000 | Kerusakan Lingkungan Hidup coliform 531.000
Kabupaten/Kota Persentase sample pengujian KabupateniKota Persentase sample pengujian
kualitas udara yang memenuhi baku 759, kualitas udara yang memenuhi baku 75%
mutu dengan parameter NO2 dan mutu dengan parameter NO2 dan
S02
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Jumiah Dokumen Uji Kualitas Jumlah Dokumen Uj i
ji Kualitas
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan I{_ivurwn Hidup Dilaksanakan 3 Oolisien Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Lingkungan Hidup Dilaksanakan Dok
Hidup Dilaksanakan T ’ Kab. Ngawi echadap Media Tansh, Air, Udara, den 421 opo| Pencegahan Pencemaran Lingkungan & Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan | 2 Bokumen
AL ; BfL:‘hP Media Laut Hidup Dilaksanakan Terhadap Media 2b Ngawl || aut bl
anah, Air, Udara dan 3 Tanah, Air, Udara dan Laut
umiah alat pemantauan yang diadakan | 0 Unit Jumizh alat pemantauan yang diadakan 0 Unit
Jumiah gzi:msn Hnsl Kooegtmi dar:'l Jumnizh Dokumen Hasil Koordinasi dan
Koordinasi, md;n Pelaksanaan 3‘*’“@'_ '“‘“‘Lm*,"“‘i H?dm Koordinasi, Sinkranisas: dan Pelaksanaan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah
(GRI0, Mitges! dan Ackartnn Perototean | 2 Noawi {yang Diaksanakan " |7 Petumen #i509n| voawdaien Einm Gas funh (s NI Lo il R
L, (GRK), Mitigasi ¢an Adeptasi Perubahan | oo N88W |yang Dilaksanakan 198:000
Ilim
Jumiah lokasi proklim 1 Lokasi Jumilah Iokasi proklim 1 Lokasi
Penanggulangan Pencemaran Persentase
pencemaran Penanggulangan Pencemaran dan/atau Persentase pencemaran
dan/atau
i K.m Lingkungan dan/kerusakan Lingkungan Hidup 22,22% £00.000 |Kerusakan Lingkungan Hidup dan/kerusakan Lingkungan Hidup 22,22% 800.000
m‘r‘mi TR iaST Kabupatenﬂ(ota i - Mang
. o L 1 18
Pemberian Informasi Peringatan | Peringatan Pencemaran dan/atau Pemberian informasi Peringatan Peringatan Pencemaran dan/atau
Pencemaran m_ Kﬂmnm Kab. Ngawi | Kerusakan Lingkungan Hidup pada 24 Laporan B0 000 | Pencemaran dan/atau Kerusakan Kab. Ngawa |Kerusakan Lingkungan Hidup pada 24 Laporan 50,000
| Lingkungan Hidup pada Masyara W di Kabupaten/Kota yang Lingkungan Hidup pada Masyarakat Masyarakat di Kabupaten/Kota yang
Penghentian Pencemaran danvatau Jumiah Sumber Pencemar dan/atau Jumiah Sumber Fencemar dan/atau
! N : " - Penghentian P danfata
Kerusakan Lingkungan Hidup Kab. Ngawi Kemsaka: Lingkungan Hidup yang 10 Titik 740,000| P3RS [m::f:g“;f‘:‘_i“mz = Kab Ngawi |Kerusakan Lingkungan Hidup yang 10 Titik 740.000
! Dihentikan
Pemulihan Pencemal
B oaakon Uﬂﬂkuﬂﬂl::m;uu Persentase Pencemaran dan/ Pemullhan Pencemaran dan/atau Persentase Pencemaran dan/
e ok kerusakan Lingkungan Hidup yang 22,22% 180.000{Kerusakan Lingkungan Hidup kerusakan Lingkungan Hidup yang 22,22% 190,000
, upaten/K dipullhkan . Kabupaten/Kota dipulihkan
Jslimdah ::u;mn HESII| Kn;rdimst dan Jumniah Dokumen Hasll Koordinasi dan
nkron i Penghentian Sumber S isasi Penghentian S
Koordinesi dan Sinkronisasi Peng - Pencemaran szanmgan Pamurimalh iiod o s P:::::f:r'! Kea\nfe:an;‘n ::n':;rdarr
Isumber Pencemaran Kab. Ngawi daNan Provinsi dan/atau Sektor Lain |20 Dokumen 105.000 q‘ﬁm: a:e:im;?afamsas' Sy Kab Ngavi |danfatau Provinsi danfatau Sekior Lain | 20 Dokumen 105.000
glﬂwa erhentinya Sumber + e i hinpga Terhentinya Sumber
encemaran yang Dileksanakan Pencemaran yang Dilaksanakan
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Jumiah Dokumen Hasil Koordinasi, Jumiah Dokumen Hasll Koordinasi
i M o K nk as) dan P ;
e habiltac) Kab Ngaw glw dan Peiaksanaan 18 Dokumen 85,000 | orines. Sinkronisas| dan Pelaksanasn | s ngawt |Sinkronisasi dan Peleksansan 18 Dokumen 85 000
PROGRAM PENGELOLAAN - Rehabilitas:
KEANEKARAGAMAN HAYATI Indeks Kualitas Lahan 51 PROGRAM PENGELOLAAN
| (KEHATY) 23 T.427.238,656 KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Indeks Kualitas Lahan 51,23 7.427.238 856
Pengelolaan Knnelmragémln Hayati
Pengelolaan Keanekara Hayati
Ribupsteniota Persentase RTH yang dikelola 23,73% 7.427.238,656 10 Cstonitone i Persentase RTH yang dikelola 23,73% 7.427.238,656
Luas RTH yang Dikelola Lingkup oS5
Kewenangan Kabupaten/Kota ki lﬁm:ni;v:ﬁmi:mmumm G
J i namal iadakan itk
Pengelolaan R T i Um";:':u i o 1181 Bibit Jumilah Ebn tanaman yang diadakan 1181 Bibi
n Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Kab. Ngawi 6 252 077 556|Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Kab Ngawi KRR TH 8252 077 656
Jumiah alat pengeiolaan RTH yang 139 Unit g Jumiah alat pengelolaan RTH yang
2 = L
diadakan diadakan 139 Unit
Jumiah tenaga pemeliharaan Ruang
) 1500 OB Jumiah tenaga pemeliharazn Ruang
Terbuka Hijau yang erm upah Terbuka Hijau yang menerima upah 1=0es
Em:?;"wkﬂ'rﬂ Lainnya yang 5 Luas Taman KEHATI Lainnya yang
up Kewenangan Ha Dikelola Lingkup Kewenangan OHa
Pengelclaan Taman Keanekaragaman Kabupaten/Kots T
Hayati Lainnya Kab. Ngawi [ tanarman - 1 175.151|Fangelolaan Taman Keanekaragaman Kab. Naawi |2bupaten/Kota i
ok y yang diadakan "7 | Hayati Lainnya S8 Tumiah bibit tanaman yang diadakan 1175461
rainnyha“ an keanekaragaman hayati | 26 498 Bibit untuk taman keanekaragaman hayati | 26 498 Bibit
Lainnya
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PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN
_|BERBAHAYA BERACUN (B3) DAN Persentase penghasil limbah B3 50% 100.000| BERBAHAYA BERACUN (B3) DAN Persentase penghasii limbah B3 — 100,000
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA yang ditasilitasi “FlLIMBAH BAHAN BERBAHAYA yang difasilitasi ;
BERACUN (B3) BERACUN (B3}
J imbah isi disimpan
Penyimpanan Sementara Limbah B3 Umish limbah B3 yang disimpan | 5> Yon 100.000|Penylmpanan Sementara Limbah E3 N BAEES yeeg e 525 Ton 100.000
I ! . : Y I Y I & ¥ r‘n
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Jumiah Fasilitasi Persetujuan/zin Fasilitasi Pemsnuhan Komiimen lzin Jumlah Fasilitasi Persetujuan/izin o
Penyimpanan Sementara Limbah B3 Penyimpanan sementara Limbah B3 Peninpenan Geméntars Linbsh B3 Penyimpanan samentara Limbah B3
. laksanzkan istem i Izl err == =
wbm\alma m melalui Sisem Pelayanan | Kab. Noawi e yza = Pmm 15 Dokumen 50.000{ Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanen | Kab Ngawi Kﬁwﬂ’:z"nﬁ:;tﬁ;if . 15 Dokumen 50,000
Eleb oo SN TeryNeres Sicars Terintegrasi Secara Elektronik :::2:; Berusahe Terintergresi Sacars Terintegrasi Secara Slekironik
X = Jumlah i erfikasi Kegiatan Verfika
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Laporan Kegiatan Ve T om—— Jumiah Laporan Kegiatan Verifixasi
P Lapangan Pemenuhan Komitmen = Lapangan Pemenuhan Komitmen
Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Kab. Naswi : . 151 & Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan o Persatuianfizin Penvimpanan 1 Lareras =0000
Teknis Penyimpanan Sementara Limbah ab Ngawi |Persatujuan/izin Penyimpanan . 5 Laporan 50.000 Teknis Panvinsanan Sementar Limbet Kab Ngawi |Persetujuan/izin Penyimpa . 5 lLapora &
83 sementara dan Pengumpulan Limbah by il sementara dan Pengumpulan Limbah
B3 B3
PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase Ketaatan penanggung Persentase Kataatan penanggung
PENGAWASAN TERHADAP IZIN jawab usaha dan/atau kegiatan ::32:&%?““‘_5;:2':::]: 'I.quN jawab usaha dan/atau kegiatan
LINGKUNGAN DAN IZIN terhadap izin lingkungan, izin PPLH terhadap izin lingkungan, izin PPLH
|PERLINDUNGAN DAN 45% 250.000| LINGKUNGAN DAN IZIN 45% 250.000
dan PUU LH dari izin yang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN dan PUU LH dari izin yang
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP diterbitkan oleh Pemerintah Daerah LINGKUNGAN HIDUP (PPLH L diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
(PPLH) kabupaten ! kabupaten
Persentase usaha dan/kegiatan yang 209 Persentase usaha dan/kegiatan yang 200
Pembinaan dan Pengawasan diawasi Pembinaan dan Pengawasan Terhadap diawasl
Terhadap usaha daniatau Keglatan Rasio pejabat pengawas LH di usaha danialau Keglatan yang Izin Rasio pejabat pengawas LH di
yang Izin Lingkungan dan izin PPLH dasrah (PPLHD) di provinsi 250.000| Lingkungan dan lzin PPLH diterbitkan daerah (PPLHD) di provinsi terhadap . 250.000
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah terhadap usaha yang izin 2,78% oleh Pemerintah Daerah usaha yang izin lingkungan, izin 278% |
|Kabupaten/Kota lingkungan, izin PPLH dan PUULH ' Kabupaten/Kota PPLH dan PUULH yang diterbitkan i
yang diterbitkan oleh pemerintah oleh pemerintah kabupaten/kota |
- kabupatenfkota
|Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Jumiah _Rm da'ﬂaﬁm Fasiitesi Pemenutian Ketentian dan Jumiah Rekomendasi dan/atau
Kewajiban |zin Lingkungan danfatau lzin | Kab Ngawi Peraetujusn Teknis, Persetujuan 20 Dokumen 127 798| Ki jipan lzir Lingkungan daniatau lzin Kab. Ngawi Persstujuan Teknis, Persatujuan ) Dokurmen 1 27.798
PPLH ' Lingkungan, dan Sural Kelayakan Fm L e Lingkungan, dan Surat Kelayakan &
: Operasi yang Diberikan Operasi yang Oibarikan
Pengembangan Kapasitas Pejabat Jumiah ASN It i P bangan K itas Pejabat i i
- . yang dilatih dan dilantk . engembangan Kapas g Jumlah ASN yang dilatih dan dilantk = : 2
Pengawas Lingkungan Hidup Kab Ngawi menjadi PPLHD 1 Orang 35 986,500 Pengawas Lingkungan Hidup Kab higawit meniadi PPLHD Crang 35 986,500
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan Jun?ah Laporan Dﬂﬂ Usaha dan/aiau Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan JUlTll.Bl'l LGDDraI:\Dan U?QITa darllr“alta‘u ] |
yang Izin Lingkungan Hidup, lzin PPLH _ Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, yarg t2in Lingkungan Hidug, 1zin PPUH Kegiaten yang Diewasi 1zin Lingkungan o
yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Ngawi | Persetujuan Lingkungan, Surat 10 Laparan 88,215,500 Diterbitkan oleh P i Gl B Kab Ngawi |Persetujuan Lingkungan, Surat 10 Laporan 86.215,500
Kabupaten/Kota Kelayakan Operasi oleh Pemerintah f“:f ELIK:; = emenn“a & il Kelayakan Operasi cleh Pemarintah
Daerah Kabupaten/Kota i - Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGAKUAN Persentase pengakuan keberadaan PROGRAM PENGAKUAN Persentase pengakuan keberadaan
KEBERADAAN MASYARAKAT MHA/kearitan lokal dan hak MHA KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM MHA/kearifan lokal dan hak MHA
|HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN yang terkait PPLH yang ditetapkan 20% 180.000| ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN yang terkait PPLH yang ditetapkan 20% 180.000
LOKAL DAN HAK MHA YANG dengan PERKADA HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN dengan PERKADA
|TERKAIT DENGAN PPLH PPLH
Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengakuan MHA, Kearifan Lokal,
Pengetahuan Tradisional dan Hak :::;sﬂ:nhu MHAlkearitan lokal yang 10% 123.712| Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA :let:'isemase MHAJkearitan lokal yang 10% 123.712
MHA yang terkait dengan PPLH yang terkait dengan PPLH i
Jumiah Dokumen Hasil Koordinasi, Jumiah Dokurnen Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan
Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data Informasi Pengakuan Keberadaan MHA
Data dan Informasi Pengakuan Kearifan Lokal atau Pengetahuan dan Informasi Pengakuan Keberadaan Kearifan Lokal atau Pengetahuan
Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Kab Ngawi | Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau| 1 Dokumen 123 712|MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Kab Moawi |Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau | 1 Dokumen 123712
Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Tradisional dan Hak MHA terkait dengan Pengetehuan Tradisional dan Hak MHA
terkait dengan PPLH Terkail dengan PPLH PRLH Terkatt dengan PPLH
=
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Peningkatan Kapasitas MHA Dan Peningkatan Kapasitas MHA Dan
B Eokn, Faqetatin Persentase MHA/kearifan lokal yang | .. 55,285/ Kearifan Lokal, Pengetahuan Persentase MHA/Kearifan lokal yang | (o —_—
Tradisional dan Hak MHA yang terkait difasilitasi ) Tradislonal dan Hak MHA yang terkait difasilitasi ’
{PPLH PPLH
Pemberd . Karmiraen Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA,
Pendampingan dan Pengu'stan Kearifan Lokal, Pengetahuan Pemberdayaan, Kemitraan, Fendampingan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional
i ;| Tradisional dan Hak MHA Terkait dan P n Kelem MHA dan Hak MHA Terkart dengan PPLH
s MHA, Kearifan Lokal, Kab. N n Penguata bagaan 3 |
wpm“m Tradisional dan Hak MHA 93! |dengan PPLH yang Dilakukan # Dokurmen 56,288 |y aarifan Lokal, Pengetahuan Tradisionsa| Kab Ngawi | ong Dilakukan Pemberdayaan, 1 Dokumen 56.288
terkait dengan PPLH | Pemberdayaan, Kemitraan, dan Hak MHA terkait dengan PPLH Kemitraan, Pendampingan dan
| g Pendampingan dan Penguatan Penguatan
PROGRAM PENINGKATAN Persentase lembaga PROGRAM PENINGKATAN Persentase lembaga
PENDIDICAN, PELATIHAN DAN masyarakatikelompok masyarakat 20% 345.000| PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN masyarakatikelompok masyarakat 20% 345.000
PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP vang peduli lingkungan PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP yang peduli lingkungan
Penyelenggaraan Pendidikan,
Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan
Hidup untuk Lembaga Persentase lembaga 12% a145,000| 92N Penyuluhan Lingkungan Hidup Persentase lembaga 12% 345.000
Kemasyarakatan Tingkat Daerah kemasyarakatan yang dibina/dilatih 7 luntuk Lembaga Kemasyarakatan kemasyarakatan yang dibina/diiatih :
Kabupaten/Kota Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Jumiah L K
Sumber Days Manusia Bidang u embagalkelompo Peningkatan Kapesitas dan Kompetensi Jumiah Lembagpfne_lompok
ya Masyarakat/Institusi yang Terdaftar = : Masyarakat/Institusi yang Terdaftar _ -
Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kab. Ngawi yoig Maningkat Kapsakas dan 35 Lembaga 75.000|Sumber Daya Menusia Bidang Lingkungan | Kab Ngawi yang Meningket Kepasitas dan 35 Lembaga 75.000
| Kemasyarakatan Kompetensinya Terkait PPLH Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Kompetensinya Terkak PPLH
Pendampingan Gerakan Lingkungan Jumish Pendampingan Pembinaan Jumiah Pendampingan Pembinaan
Hidup Kab Ngawi |Gerakan Peduli dan Berbudaya 1 Dokumen 185.000| Pendampingan Gerakan Lingkungan Hidup | Kab Ngaw |Gerakan Peduli dan Berbudaya 1 Dokumen 85 000
Lingkungan Hidup yang Ditaksanakan Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan
Penyelenggaraan Penyiuhan dan , [ Mammosatt ekmpon Penyelenggaraan Penyuluhan dan Jumish Masyarakat/Kelompok .
Kampan kungan Hi Kab. Ngaw! |Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan 100 Orang 75.000 : Kab Ngaw |Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan 100 Crang 75.000
ye Lingkungan Hidup yang teribat Kampanye Lingkungan Hidup Garg et
Persentase lembaga Persentase lembaga
PROGRAM PENGHARGAAN masyarakat/kelompok PROGRAM PENGHARGAAN masyarakat/kelompok
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK T Ly airiagNs el 11% 195.000|LINGKUNGAN HIDUP UNTUK o e e 2 1% 195.000
MASYARAKAT ngkungan yang mendapatkan MASYARAKAT lingkungan yang mendapatkan
penghargaan di tingkat penghargaan di tingkat
I Naslonal/Propinsi Nasional/Propinsi
Pemberian Penghargaan Lingkungan Persentase masyarakat/ lembaga Beiisibiibios Piscikn Persentase masyarakat/ lembaga
ghargaan Lingkungan
Hidup Tingkat Daerah KabupateniKota ::m‘:mw peduli lingkungan yang 12% 195.000 Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota :-Iu:;:iaraka: peduli lingkungan yang 12% 195.000
Penilaian Kinerja Mrmmemmﬁa Jumiah Masyarakat/Lembaga Penilaian Kinerja Masyarakat/lmbags Jumiah Masyarakat/Lembaga
Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia
ikan Fi . Kab. N , _ N 195,
Pendidikan Filantropi dalam Perlindungan 98! | pendidikan/Filantrophi yang Dinilai 12E- 19500 Filantropi dalam Perlindungan dan fab Ngawi | p e diciikan/Filantrophi yang Dinitai 12 e PR
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kinerjanya dalam rangka PPLH Pengelolaan Lingkungan Hidup Kirarjanya dalam rangka PPLH
PROGRAM PENANGANAN Persentase pengaduan masyarakat PROGRAM PENANGANAN Persentase pengad Kat
pengaduan masyara .
IPENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP yang ditindaklanjuti 100% 80.000 PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP yang ditindakianjuti 100% 80.000
Persentase pengaduan masyarakat Persentase pengaduan masyarakat
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkalt izin lingkungan, izin PPLH Panvelassian Pencadian i terkalt izin lingkungan, izin PPLH dan
di Bidang Perlindungan dan Sam PUU LI yamg o furtiktkan oleh Bida P:ﬂl:du nﬂan dan P:W:Ir:l::\dl PUU LH yang di terbitkan oleh
Pengelolaan Lingkungan Hidu pemerintah daerah kabupaten/kota, |  100% 80.000|, 9 i e pemerintah daerah kabupaten/kota, 100% 80.000
ung P Lingkungan Hidup (PPLH)
(PPLH) Kabupaten/Kota lokasi usaha dan dampaknya di Kabupaten/Kota lokasi usaha dan dampaknya di
daerah kabupaten/kota yang daerah kabupaten/kota yang
ditangani ditangani
Jumiah Pengaduan Masyarakat Jumiah Pengaduan Masyarakat
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat . | Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang | Parasioban Parcadian Masvaraiat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang
terhadap PPLH Kabupaten/Kota Kab. Ngawi | DitindakianjutiDitangani 5 Kasus ) et oot Kab. Ngawi | Ditindaklanjuti/Ditangani 5 Kasus 80,000




2 3 4 5 ] 7 8 9 10 11| 12
PROGRAM PENGELOLAAN
5 kel Persentase timbulan sampah yang 45% §.022.000,125 xg::: PENGELOLAAN :;‘r:’::ase timbulan sampah yang 45% 6.022.000,125
Persentase penanganan timbulan 24,57% Pemrs:::sa penanganan timbulan 24.57%
Pengelolaan Sampah 6.022.000,125 | Pengelalaan S h 6.022.000,125
Persentase pengurangan timbulan s Persentase pengurangan timbuian .
2511% 2511%
sampah sampah
& ; Jumiah Dokumen Kebijakan dan Jumiah Dokumen Kebijakan dan
Penyusunan Kebijakan dan Strategi .
| Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Pen n Kabi dan Strateai Daerah Strategi Daerah Pengelolaan Sampah
| Sa yusunan Kebijakan dan Strategi Daera 4 I
m]{aﬂx Fangmichn Bmprsn Kab. Noaw! | Kabupaten/Kota yang Disusun dan 1 Dokumen 0000 Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Kab Ngaw! | Kabupaten/Kata yang Disusun dan e Saee
| ¥ " Ditetapkan Ditetapkan
*PW“;""'“P"“ “Sg"“ melakukan JSWham“hLlpom Hw, ) ,,,PT "gum oy Pengurangan Sampah dengan melakukan ‘;';':‘n'::h”‘p“'a'; mﬁ i":r““"’“ga“
, Pendauran da : dengan r / denga 3l 32
;UM" i lang dan Kab. Ngawi Permi P van; Uleng dan 3 Laporan 312 506|pembatasan, Pendauran Ulang dan Kab. Ngawi Pem " P e Ularg den 3 Laporan 2506
emanfaatan i y Pemanfaatan Kembali
Pemanfaatan Kembali Pemarfaatan Kemball
Penanganan Sampah dengan melakukan mpah denga
Pemilahan, F’!nsupr:::hn. Pengangkutan, "D“"‘""' s“"‘”g yang Dipileh, g::lfh:?;j:gumpu?an. %’;ﬂfﬁ M S, yri) DN
Pengolahan dan Pemrosesan Akhi Kab, Ngewi [ DRumpultean, Disnghut, Dicisk, 1327717 Ten| 2888 245 625 |Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Wi Ny [ Campiian, Cingla. Hiotaly 1327717 Ton| 2888248625
Sampah di TPA/TPST/SPA Diproses Akhir di TPA/TPSTISPA Sampzh di TPATPST/SPA Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Jumiah pembayaran tenaga kebersihan Jumiah pembayaran tenags kebersihan | _ -
jalan dan Fasilitas umum 1620 Orang jsien dan Fasiltes umum 1620 Orang
Jumieh sarana dan prasarana Jumiah sarana dan prasarans TR
pemeliharaan kebersihan yang diadakan 17502 Unit pemeliharaan kebersihan yang diadekan 17502 Unit
Jumiah Masyarakat, Kelompok Jumiah Masyarakat, Kelompok
Peningkatan Peran serta Masyarakat Masyarakat atau Para Pihak Lainnya Masyarakat atau Para Pihak Lainnya .
dalam Pengelolaan Pmarnp:;:n Kab. Ngaw: [yang Terlibat Aktif dalem Kegiatan Kehﬁpak 237063 iz:'"g:;:: ;::;‘m”:;‘;a:"a“ﬁmm delam| ab, Ngawi |yang Terlibat Akiif dalam Kegiatan 45 Kelompok 337,063
Pengelolzan Sampah Berbasis 98 Pengelolaan Sampah Berbasis
Masyarakat Masyarakat
, Jumiah Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana
Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Penyediaan Sarana dan Frasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan
Pengelolean Persampahan di Kab. Ngawi Pemilahan, Pengumpulan, 53 Unit 2434 182 500 |Pengelolaan Persampahan di Kab Ngaw |Pemilahan, Pengumpulan 53 Unit 2434182 500
TPA/TPST/SPA Kabupater/Kota Pengangkutan, Pengolahan, dan TPATPSTISPA Kabupaten/Kota Pengangkutan, Pengolahan, dan
Pemrosesan Akhir Pemrosesan Akhir
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Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana
ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan
sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem
perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas
demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM,
asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah
kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi
Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan
pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan
kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan
kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penvelenggaraan
tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan
yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Penelaahan usulan pemangku kepentingan yang ditujukan
kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi yang diperoleh dari
pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi
untuk bahan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah
Daerah. Hasil penelaahan pokok-pokok pikiran: Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dituangkan dalam usulan program dan Kkegiatan
masyarakat tersebut diatas, hasil penelaahan terhadap kesesuaian
program,kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tabel 2.5. sebagai
berikut :



Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Kabupaten Ngawi
Nama PD : Dinas Lfmﬂidup
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
1 2 3 4 5 8
PROGRAM PENGELOLAAN i
1
KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Indeks Kualitas Lahan (IKL)
1. |Bibit Asam Jawa e N“;i’t‘f" KeS, 2000 Batang
2 |Bibit Asam Jawa Bree Jaﬂn_'nulya, tie. 2000 Batang
Mantingan
S Desa Kendal Kec
3. |Bibit Glodokan Pecut Kendal 2000 Batang
e Desa Sidorejo, Kec.
4. |Bibit Sengon Laut Kaiial 2000 Batang
o Desa Palang Kidul,
A b
5. |Bibit Kayu Putih Kec. Kedunggalar 2000 Batang
6. |Bibit Jati TBT/TBS Desa Cantel, Kec. Pitu 2000 Batang
i Desa Pucangan, Kec.
7. |Bibit Sengon Laut Ngrambe 2000 Batang
Desa Sidomakmur,
B
Bibit Glodokan Pecut Kao. Widodaren 2000 Batang
9. |Bibit Glodokan Pecut D Banguniel, lec. 2000 Batang
Kedunggalar
10. | Bibit Sengon Laut Qese Hagf:a"' ML 2000 Batang
11.|Bibit Jati TBT/TBS Dese Wownokso, 2000 Batang
Kec. Kedunggalar
A Desa Sidomulyo, Kec. - o
.|Bi
12, | Bibit Ketapang Ngrambe = 2000 Batang
13.
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
2 DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Indeks Kualitas Air (IKA) kategori baik
" Desa Sekaralas, Kec. )
1 |Reaktor Biogas Wi ! 2 Unit
- Desa Wonokerto, K.
Reaktor B a ono| , hec. L
2 |Rea iogas Ke a2 2 Unit
3 [Reaktor Biogas Prees degp, Kac. 2 Unit
Jogorego




2 3 4 5

Persentase timbulan sampah yang

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN . )
dikelolaftertangani

Desa Grudo, Kec.

Pembangunan Bank Sampah Noawi

1 Unit

Desa Dempel, Kec.

Pembangunan Bank Sampah Geneng

1 Unit

Kelurahan
Pembangunan Bank Sampah Karangtengan, Kec. 1 Unit
Noawi
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)

BAB Il
TUJUAN DAN SASARAN PD

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan rumusan
pernyvataan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden vaitu:
“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”, dengan berpedoman
pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, maka
Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu: “Terwujudnya
Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk
Kesejahteraan Masyarakat* dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia
Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-
Royong”.

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden, khususnya yang
berkenaan dengan Misi ke-4 yakni: “Mencapai Lingkungan Hidup
Berkelanjutan” menunjukkan pernyataan yang sangat relevan dan
terkait langsung dengan tugas, fungsi dan kewenangan Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan memperhatikan Misi
Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan
kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup,' dan Kehutanan,
sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka misi Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang
berkualitas;

2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan
lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;

3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik
laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara; dan

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
merupakan penjabaran dari visi dan misi KLHK yang memuat harapan
yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam
sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta
ketahanan terhadap perubahan iklim;

2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan
dan lingkungan hidup;

3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki
maupun- perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga
keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;

4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan
hidup dan kehutanan.

Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang
ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu
capaian indikator kinerja pada tataran dampak (impact) sebagai akibat
kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah
dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-
2024. Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah:
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1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta
tanggap terhadap perubahan iklim;

2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan
lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung
lingkungan;

3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang
berkeadilan dan berkelanjutan,

4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan
Hidup dan Kehutanan yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang
Berdaya Saing.

Prioritas Nasional 1: Meningkatkan ketahanan ekonomi untuk
pertumbuhan yang berkualitas mempunyai arah kebijakan antara lain :
(a) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung

pertumbuhan ekonomi; (b) Pemeliharaan, pemulihan dan konservasi
melalui revitalisasi danau difokuskan pada 15 danau prioritas nasional,
yaitu: Danau Toba, Danau Maninjau, Danau Singkarak, Danau Kerinci,
Danau Rawa Danau, Danau Rawa Pening, Danau Batur, Danau
Sentarum, Danau Kaskade Mahakam (Semayang-Melintang-Jeumpang),
Danau Tondano, Danau Limboto, Danau Poso, Danau Tempe, Danau
Matano, dan Danau Sentani; (c) Peningkatan nilai tambah, lapangan
kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi; (d) Peningkatkan
nilai tambah pariwisata. Prioritas Nasional 2: Mengembangkan wilayah
untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dengan arah
kebijakan mengenai pengembangan kawasan perkotaan, khususnya
pemindahan Ibu Kota Negara yang termasuk dalam program prioritas
pembangunan wilayah Kalimantan, dalam hal ini Kalimantan Timur.
Prioritas Nasional 3: Mengembangkan Sumber Daya Manusia Berkualitas
dan Berdaya Saing mempunyai arah kebijakan antara lain : (a) Akselerasi
penguatan ekonomi keluarga; (b) Reforma agraria; (c¢) Pengelolaan
kawasan hutan oleh masyarakat melalui skema perhutanan social; (d)
Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri; (e)
Reformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi; (f)
Peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik/instruktur vokasi; (g)
Penguatan sistem sertifikasi kompetensi vokasi; (h) Peningkatan tata
kelola pendidikan dan pelatihan vokasi; (i) Peningkatan kapabilitas
ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan penciptaan inovasi. Prioritas
Nasional 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan
Bencana dan Perubahan [klim mempunyai arah kebijakan antara lain :
(a) Peningkatan kualitas lingkungan hidup; (b) Peningkatan ketahanan
bencana dan iklim; (c) pembangunan rendah karbon.
Adapun kebijakan pengelolaan lingkungan hidup daerah
Kabupaten Ngawi terkait kebijakan nasional adalah :
1. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan
lingkungan hidup.
2. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan
lingkungan hidup.
3. Pengelolaan sampah dengan 3R (Reduce, reuse, Recycle).
4. Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan
lingkungan hidup.
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap
sektor pembangunan.
6. Peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim.
7. Pemulihan sungai dan ekosistemnya serta perlindungan sumber mata
air.



31

8. Peningkatan efektifitas penegakan hokum lingkungan hidup.
9. Peningkatan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan LHK untuk
meningkatkan produktifitas dan daya saing SDM LHK.

Adapun kesesuaian arah kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional di bidang lingkungan hidup dengan tugas pokok dan fungsi
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi dapat dilihat pada tabel 3.1
berikut :



Tabel . 3.1

Identifikasi Kebijakan Nasional dan Propinsi

NO

KebijakanNasional/Provinsi

Sumber

2

3

Keterangan
4

Nasional

Renstra
Kementerian
Lingkungan
Hidup Dan
Kehutanan

Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya
alam dan lingkungan hidup

Mengendalikan pencemaran udara, air, kerusakan pesisir dan laut, kerusakan lahan
gambut, kerusakan lahan akses terbuka

Penanggulangan pencemaran dan kerusakan Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Meningkatkan penanganan sampah, melakukan pengurangan timbulan sampah sekitar|
30% dari proyeksi timbulan sampah, melaksanakan pengurangan tingkat kebocoran
sampah ke laut melalui penanganan sampsh di kab/kota, kawasan konservasi dan
destinasi wisata prioritas pesisir dan laut yang menerapkan pengolahan sampah terpady,
meningkatkan pengelolaan B3, melakukan Verifikasi pengelolaan limbah B3 dan Non B3,
melakukan pembinaan dan penilaian kinerja pengelolaan limbah B3 dan Non B3,
meningkatkan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 dari kegiatan institusi dan non-
institusi serta menerapkan sistem tanggap darurat limbah B3 di seluruh provinsi di
Indonesia

Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumberdaya
alam dan lingkungan hidup

fasilitasi dan koordinasi pemulihan Kawasan Hidrologi Gambut (KHG) yang terdegradasi di
7 provinsi rawan kebakaran hutan dan lzhanpence dengan luasan 15 juta hektar,
pemulihan kerusakan lahan akses terbuka, seperti lahan terlantar/lahan berkas tambang
rakyat dan lahan terkontaminasi limbah B3, pemulihan kerusakar ekosistem pesisir,
termasuk padang lamun, terumbu karang, dan vegetasi pantai

Peningkatkan kualitas lingkungan hidup yang

menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan di
daerah

Pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan/atau
kegiatan melalui penetapan RPPLH, DDDT Lingkungan Hidup nasional, KLHS dan peta
ekoregion nasional --yarfg menjadi acuan pemerintah, peningkatan kesadaran
pembangunan berkelanjufan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan
oleh pemerintah, baik pusat dan daerah, peningkatan kesadaran sektor swasta/unit usaha
dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan izin lingkungan,
AMDAL dan UKL/UPL, penyiapan lahan untuk pembangunan lbu Kota Negara (IKN)
melalui penyiapan pelepasan kawasan hutan, termasuk untuk TORA dan lain-lain




Propinsi

Renstra
Dinas
Lingkungan
Hidup
Propinsi
Jawa Timur

Pengelolaan Sumber Daya Air

Permasalahan utama didalam upaya pengelolaaan sumber daya air adalah permasalah
kuantitas air dan kualitas air yang semakin menurun, hal ini terjadi dikarenakan oleh
beberapa faktor, untuk penurunan kuantitas air disebabkan oleh ketersediaan air bervariasi
menurut iklim, berfungsinya daerah resapan menjadi daerah pemukiman dan industri,
terganggunya fungsi kawasan sebagai penyimpan air, terganggunya fungsi hutan sebagai
kawasan lindung dan resapan, degradasi lahan, kesalahan dalam pengelolaan sempadan
sungai dan lingkungan sungai. Untuk penurunan kualitas sumber air disebabkan oieh
tingkat pencemaran air, badan air sebagai pembuangan akhir limbah, tingginya kadar
sedimen akibat erosi, intrusi laut.

Pengelolaan Limbzah B3

Potensi limbah B3 yang sangat tinggi a2pabila tidak dikelola dengan baik maka akan
menjadi masalah bagi kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup.

Pengelolaan hutan, lahan

Kerusakan ekosistem hutan telah memberikan dampak pada konservasi lahan maupun|
kelangkaan sumber air/mata air. Kecenderungan ini telah tampak pada indikator|
menurunnya kualitas lingkungan hidup karena tekanan penduduk maupun bencana alam,
dan pemanfaatan berlebihan sumber daya alam yang melampaui daya dukung
lingkungannya. Kasus pembalakan hutan secara liar, erosi dan longsor, rusaknya habitat
biota, menurunnya bicdiversitas, banjir dan kekeringan, berubahnya iklim, kebakaran
hutan, masalah dampak sosial ekonomi akibat eksploitasi dan sebagainya telah
menjadikan masalah laten yang memerlukan pendekatan holistik dan bertahap guna
menyelesaikan atau menangani masalah ini.

Pengendalian Pencemaran Udara

Pencemaran lingkungan, baik dalam media lingkungan air, udara maupun tanah telah
menjadikan kualitas lingkungan hidup menurun. Sumber-sumber pencemar dari industri,
domestik, maupun yang~lain harus dapat diatasi, dalam bentuk pencegahan maupun
pengendalian. Dampak pencemaran yang bersifat akut atau kronis perlu diantisipasi, agar|
sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Masalah
pencemaran ini perlu ditangani secara sistemik, terencana, taat asas dan terus menerus.
Upaya pemulihan dan pencegahan juga harus dimulai dari perencanaan hingga evaluasi
pelaksanaannya, agar prinsip pembangunan berkelanjutan dapat diterapkan dalam

mencegah dan mengendalikan pencemaran lingkungan.

Permasalahan pengelolaan kawasan pesisir

Permasalahan yang terjadi dalam pembangunan di kawasan pesisir dan lautan di
Indonesia antara lain: pencemaran, kerusakan fisik habitat, eksploitasi sumber daya secara
berlebihan, abrasi pantai, konversi kawasan lindung ke penggunaan lainnya,
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3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Agar tercipta kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan misi
untuk pencapaian visi Dinas Lingkungan Hidup, dirumuskanlah tujuan,
sasaran dan indikator sasaran yang disesuaikan dengan tugas pokok,
fungsi dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup serta mengacu pada
strategi pembangunan daerah Kabupaten Ngawi sebagaimana Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022-
2026.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan.
Adanya tujuan ini memfokuskan kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup
dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan. Sasaran adalah
rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil
pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian
hasil(foutcome) program Perangkat Daerah. Sasaran menggambarkan
tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan dengan
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup secara
efektif dan efisien dengan hasil yang optimal.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Ngawi
perlu ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan bidang lingkungan
hidup, sebagaimana tabel berikut :

4

>

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023

No Tujuan Sasaran ln(lhka'for b
l Kinerja 2023 ‘
1 & |~ = 4 5 |
Meningkatnya | Nilai LHE | |
cualitas | ‘
implementasi ok '
SAKIP Perangkat 80.10
Meningkatkan Perangkat Daerah
kualitas Daerah
lingkungan Meningkatnya | Indeks 66.78
1. | hidup yang kualitas Kualitas
sehat dan lingkungan Lingkungan
tangguh hidup vang Hidup (IKLH) |
bencana tanggap Indeks 4895 |
terhadap Kinerja
perubahan Pengelolaan
iklim Sampah
| | (IKPS)




BAB. IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, maka perlu

ditetapkan program-program yang mengacu pada keinginan dalam rumusan
setiap sasaran yang tercermin dalam indikator-indikatornya. Program
pengelolaan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup
untuk mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai selama lima tahun
kedepan adalah sebagai berilut :

|

Program Pengembangan Sistern Dan Pengelolaan Persampahan Regional
Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah
Kabupaten /Kota.
- Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/SPA
Program Perencanaan Lingkungan Hidup
Kegiatan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(RPPLH) Kabupaten /Kota.
- Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau I(eirusakan Lingkungan
Hidup P
Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
Hidup Kabupaten/Kota
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran
Lingkungan Hidup Dilaksanakan Melalui Media Tanah, Air, Udara Dan
Laut.
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas
Rumah Kaca, Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim.
Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
Hidup Kabupaten/Kota
- Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup pada masyarakat
- Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran.
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi.
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
- Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya.
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah
Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)
Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3
- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah
B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik.
- Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan
Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3.
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan
Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.
- Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan
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- Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan Yang lzin Lingkungan Hidup,
[zin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan

Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH

Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan

Hak MHA yang terkait dengan PPLH

- Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan

Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak
MHA terkait dengan PPLH.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan

Tradisional dan Hak MHA dengan PPLH

- Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan

Kelembagaan MHA Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan

Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH.

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan

Hidup Untuk Masyarakat

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan

Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah

Kabupaten /Kota

- Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang
Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan. '

- Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hdup.

- Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan

Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

- Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia
Usaha/Dunia  Pendidikan/Filantropi  dalam  Perlindungan  dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

10.Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

11.

Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

- Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota.

Program Pengelolaan Persampahan

Kegiatan Pengelolaan Sampah

-  Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah
Kabupaten/Kota

- Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang
dan Pemanfaatan Kembali.

-  Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan,
Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir sampah di
TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.

- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan.

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di
TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.

Adapun rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Ngawi dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :
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Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan/ Bidang Urusan/ . Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Keluaran Pagu Indikatif Sumber . Kebutuhan Dana/
Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Output Hasil Rp.) Dana Penting Pagu Indikatif
Kegiatan Program Sl..lb Kegiatan - Tolok Ukur Target (Rp.)
Kegiatan
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 (03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1,200,000,000 714,000,000
1 (03 |04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 1,200,000,000 714,000,000
1 |03 |04 |2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 1,200,000,000 714,000,000
Dana
Jumlah Rumah Tangga Transfer
Pemb b ‘ | yang Terlayani Indeks Kualit 400 Rumah Khusus - b tase |
embangunan ersentase layanan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | INdeks Kualitas o Tangaa o ersentase layanan o
1103 04 1201103 TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | pengelolaan sampah Pengelolaan Sampah (IKPS) 2811 % 99 48.95 Nilai 1:200,000,000{ Dana . pengelolaan sampah 2811 % 714,000,000
Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS- 2 Unit Alokasi
3R/TPS yang dibangun Khusus
Fisik
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 |1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 26,485,243,582 31,623,885,313
2 |11 |01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 15,220,609,882 15,491,681,313
2 |11 |01 (2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 52,700,000 56,700,000
Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat )
Penyusunan Dokumen Persentase Pemenuhan Daerah Nilai LHE AKIP P Kat Kab. Ngawi, 5 Dokumen PENDAPATAN Persentase Pemenuhan
2 (11 ]01 ]2.01 |01 [Perencanaan Perangkat Urusan Pemerintah Daerah DI al h erangka Ngawi, 100 % 80.1 Nilai 30,700,000| ASLI DAERAH Urusan Pemerintah Daerah | 100 % 26,700,000
Daerah Dalam Setahun Jumlah peserta yang aera Karangasri 100 Orang (PAD) Dalam Setahun
mengikuti Forum
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Persentase Pemenuhan g(r;ll;:l Dollfumen R|_K|A_.| Nilai LHE AKIP P Kat Kab. Ngawi, PENDAPATAN Persentase Pemenuhan
2 [11 {01 2.01 (02 Penyusunan Dokumen Urusan Pemerintah Daerah Koordi an. sporan ast DI al h erangka Ngawi, 100 % 1 Dokumen | 80.1 Nilai 3,500,000| ASLI DAERAHI Urusan Pemerintah Daerah | 100 % 5,000,000
RKA-SKPD Dalam Setahun DO(IJ: |naS|RKe:ySuKSLPJBan aera Karangasri (PAD) Dalam Setahun
okumen -
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Persentase Pemenuhan Perubahan RKA-SKPD dan Nilai LHE AKIP Peranakat Kab. Ngawi, PENDAPATAN Persentase Pemenuhan
2 (11 {01 2.01 (03 Penyusunan Dokumen Urusan Pemerintah Daerah | Laporan Hasil Koordinasi Daerah 9 Ngawi, 100 % 1 Dokumen | 80.1 Nilai 3,500,000| ASLI DAERAHI Urusan Pemerintah Daerah | 100 % 5,000,000
Perubahan RKA-SKPD Dalam Setahun Penyusunan Dokumen Karangasri (PAD) Dalam Setahun
Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi d Persentase Pemenuhan 'ISLIJ(?E:I Dollfumen D:A__l Nilai LHE AKIP P Kat Kab. Ngawi, PENDAPATAIN Persentase Pemenuhan
2 |11 |01 |201 |04 Por‘:r '”"’:‘S'naD”PA ckpp | Urusan Pemerintah Daerah | * rd_na”_ sp:ra” nai' D'a'r N erangkat | Ngawi, 100 % 2 Dokumen | 80.1 Nilai 3,500,000| ASLI DAERAH| Urusan Pemerintah Daerah | 100 % 5,000,000
enyusuna Dalam Setahun Dc;iur;::DF?AySu;Il;Da aera Karangasri (PAD) Dalam Setahun
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Persentase Pemenuhan Perubahan DPA-SKPD dan Nilai LHE AKIP Peranakat Kab. Ngawi, PENDAPATAIN Persentase Pemenuhan
2 (11 101 ]2.01 |05 [Penyusunan Perubahan Urusan Pemerintah Daerah | Laporan Hasil Koordinasi Daerah 9 Ngawi, 100 % 2 Dokumen | 80.1 Nilai 3,500,000 ASLI DAERAH Urusan Pemerintah Daerah | 100 % 5,000,000
DPA- SKPD Dalam Setahun Penyusunan Dokumen Karangasri (PAD) Dalam Setahun
Perubahan DPA-SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Persentase Pemenuhan Jumlah Laporan Evaluasi Nilai LHE AKIP Perangkat Kab. Ngawu . PENDAPATAN Persentase Perﬁenuhan
2 |11 {01 2.01 |07 Daerah Urusan Pemerintah Daerah Kineria Peranakat Daerah Daerah Ngawi, 100 % 7 Laporan 80.1 Nilai 8,000,000| ASLI DAERAH Urusan Pemerintah Daerah | 100 % 10,000,000
Dalam Setahun ) 9 Karangasri (PAD) Dalam Setahun
2 |11 |01 |2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12,527,643,670 12,646,503,992

https://ngawikab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ZRS6w54unlEthXS5fMeXsyL4kYUW8rHYf5@mldGPwBc1QMNM4AVstiOwfhNoL9pcw/KBsu5S6zsJ1LnUi6dUsWtjzBIcCRcx6BjZEVrEIXmV@Gqvs@GBhGWLNn51fPB27nX2NzxDO//GcXOIXKe TCVVOFek8nvk98JtBglLvgZs Ts3ocbGE6Z8seRfFumS0SksGji4 To2k. ..
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Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Ngawi
Tahun 2023

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan/ Bidang Urusan/ . Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Keluaran Pagu Indikatif Sumber . Kebutuhan Dana/
Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Output Hasil Rp.) Dana Penting Pagu Indikatif
Kegiatan Program Sl..lb Kegiatan - Tolok Ukur Target (Rp.)
Kegiatan
Jumlah dokumen
pengajuan gaji dan _ll?anaf
tunjangan ASN dan Non i ranster
Penyediaan Gaji dan Persentase Pemenuhan Jang . Nilai LHE AKIP Perangkat Kab. Ngawu 26 Dokumen o Umum- Persentase Pemenuhan
2 |11 |01 ]2.02 |01 Tunianaan ASN Urusan Pemerintah Daerah | ASN yang disusun Daerah Ngawi, 100 % 8|0.1 Nilai 12,512,643,670 Dana Urusan Pemerintah Daerah | 100 % 12,636,503,992
Jang Dalam Setahun Jumlah Orang yang Karangasri 4004 Orang/pulan Alokasi Dalam Setahun
Menerima Gaji dan Umum
Tunjangan ASN
Jumlah Laporan Keuangan
Eoordlnam din Persentase Pemenuhan f‘khlr Tah:n iKKPD (j;n . Nilai LHE AKIP P Kat Kab. Ngawi, PENDAPATAN Persentase Pemenuhan
2 |11 o1 202 |05 Ke”yusuna;k;p?i” Urusan Pemerintah Daerah Papora” aS'L oordinasi D' al . erangkat | Ngawi, 100 % 1Laporan | 80.1 Nilai 8,000,000 ASLI DAERAH| Urusan Pemerintah Daerah | 100 % 3,000,000
euangan Irianun Dalam Setahun enyusunan aporan aera Karangasri (PAD) Dalam Setahun
SKPD Keuangan Akhir Tahun
SKPD
Jumlah Laporan Keuangan
Koordinasi dan Bulanan/ Triwulanan/
Penyusunan Laporan Persentase Pemenuhan Semesteran SKPD dan Laporar'1\liIai LHE AKIP Peranakat Kab. Ngawi, PENDAPATAN Persentase Pemenuhan
2 [11 ]01 ]2.02 |07 |Keuangan Bulanan/ Urusan Pemerintah Daerah | Koordinasi Penyusunan Lapo L erah 9 Ngawi, 100 % 50 Laporan | 80.1 Nilai 7,000,000 ASLI DAERAHI Urusan Pemerintah Daerah [ 100 % 7,000,000
Triwulanan/ Semesteran Dalam Setahun Keuangan Karangasri (PAD) Dalam Setahun
SKPD Bulanan/Triwulanan/Semestdran
SKPD
2 |11 |01 |2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 244,210,000 228,188,000
Pengadaan Pakaian Dinas | Persentase Pemenuhan Jumlah Paket Pakaian Dinas Nilai LHE AKIP Peranakat Kab. Ngawi, PENDAPATAIN Persentase Pemenuhan
2 |11 |01 [2.05 |02 [beserta Atribut Urusan Pemerintah Daerah | beserta Atribut Daerah 9 Ngawi, 100 % 1 Paket 80.1 Nilai 36,180,000 ASLI DAERAHI Urusan Pemerintah Daerah | 100 % 79,088,000
Kelengkapannya Dalam Setahun Kelengkapan Karangasri (PAD) Dalam Setahun
Pendidikan dan Pelatihan | Persentase Pemenuhan :Burr:jlah P:gav_\rlal q Niilai LHE AKIP P Kat PENDAPATAN Persentase Pemenuhan
2 |11 ]01 [2.05 |09 [Pegawai Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah Fer a%ar an Mugas.k atr.1 DI al h erangka 100 % 18 Orang 80.1 Nilai 8,030,000 ASLI DAERAH Urusan Pemerintah Daerah | 100 % 24,100,000
Tugas dan Fungsi Dalam Setahun ungfl }/ang engt u I aera (PAD) Dalam Setahun
Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah Orang yang
Sosialisasi Perat Persentase Pemenuhan M ikuti Sosialisasi Nilai LHE AKIP P Kat PENDAPATAN Persentase Pemenuhan
2 |11 o1 205 |10 Pos'a Sas' Erad”ra” Urusan Pemerintah Daerah | | e”tg' . 'Pos'a:‘as' D'a' N erangka 100 % 500 Orang | 80.1 Nilai 0| ASLI DAERAH Urusan Pemerintah Daerah | 100 % 0
erundang-tndangan Dalam Setahun Uirc?a:r;:n erundang aera (PAD) Dalam Setahun
Jumlah Orang yang
Bimbingan Teknis Persentase Pemenuhan Mengikuti Bimbingan Nilai LHE AKIP Peranakat PENDAPATAN Persentase Pemenuhan
2 |11 101 ]2.05 |11 [|Implementasi Peraturan Urusan Pemerintah Daerah | Teknis Implementasi Daerah 9 100 % 60 Orang 80.1 Nilai 200,000,000 ASLI DAERAH Urusan Pemerintah Daerah | 100 % 125,000,000
Perundang-Undangan Dalam Setahun Peraturan Perundang- (PAD) Dalam Setahun
Undangan
2 (11 |01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 321,353,000 383,490,250
:Der;yledllaan Komponen Persentase Pemenuhan fun:ITh .Pf.ktet.li(/c;mponen Nilai LHE AKIP P Kat Kab. Ngawi, PENDAPATAN Persentase Pemenuhan
2 |11 o1 [2.06 |01 L',‘Ste_'ka/sF: Urusan Pemerintah Daerah an alast 'SK” . enerangan D'a' N erangkat | Ngawi, 100 % 4 Paket 80.1 Nilai 13,000,000| ASLI DAERAH Urusan Pemerintah Daerah | 100 % 9,938,600
strik/renerangan Dalam Setahun ?”99”"”” antoryang aera Karangasri (PAD) Dalam Setahun
Bangunan Kantor Disediakan
. Persentase Pemenuhan Jumlah Paket Peralatan dan . Kab. Ngawi, PENDAPATAIN Persentase Pemenuhan
Penyediaan Peralatan dan . Nilai LHE AKIP Perangkat . . )
2 |11 {01 2.06 |02 Perlenakapan Kantor Urusan Pemerintah Daerah | Perlengkapan Kantor yang Daerah Ngawi, 100 % 1 Paket 80.1 Nilai 110,973,000| ASLI DAERAH Urusan Pemerintah Daerah | 100 % 175,207,850
gkap Dalam Setahun Disediakan Karangasri (PAD) Dalam Setahun
Penyediaan Bahan Logistik Persentase Pemenuhan Jum.lah Paket Bahan Nilai LHE AKIP Perangkat Kab. NgaW|, o PENDAPATAIN Persentase Pemenuhan
2 (11 {01 2.06 (04 Kantor Urusan Pemerintah Daerah | Logistik Kantor yang Daerah Ngawi, 100 % 4 Paket 80.1 Nilai 16,007,000| ASLI DAERAHK Urusan Pemerintah Daerah | 100 % 19,722,000
Dalam Setahun Disediakan Karangasri (PAD) Dalam Setahun
https://ngawikab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ZRS6w54unlEthXS5fMeXsyL4kY UWS8rHYf5@mldGPwBc1QMNM4AVstiOwfhNoL9pcw/KBsu5S6zsJ1LnUi6dUsWtjzBIcRcx6BjZEVrEIXmV@Gqvs@GBhGWLINn51fPB27nX2NzxDO//GcXOIXKe TCVVOFek8nvk98JtBgLvgqZs Ts3ocbGE6Z8seRfFumS0SksGji4To2k...  2/9
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Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan/ Bidang Urusan/ . Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Keluaran Pagu Indikatif Sumber . Kebutuhan Dana/
Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Output Hasil Rp.) Dana Penting Pagu Indikatif
Kegiatan Program Sl..lb Kegiatan - Tolok Ukur Target (Rp.)
Kegiatan
Jumlah barang yang
digandakan
Penyediaan Barang Persentase Pemenuhan 9 Nilai LHE AKIP Perangkat 7828 Lemba o PENDAPATAN Persentase Pemenuhan
2 (11 |01 2.06 |05 Cetakan dan Penagandaan Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Barang Daerah 100 % K 80.1 Nilai 20,000,000 ASLI DAERAH Urusan Pemerintah Daerah | 100 % 17,586,800
99 Dalam Setahun Cetakan dan Penggandaan 4 Paket (PAD) Dalam Setahun
yang Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan | Persentase Pemenuhan éumlah :Okl;me: Bahan Nilai LHE AKIP P Kat Kab. Ngawi, PENDAPATAIN Persentase Pemenuhan
2 |11 |01 ]2.06 |06 [dan Peraturan Perundang- | Urusan Pemerintah Daerah pa:asg nanu(:];a ;Jrar; Dl alr h erangka Ngawi, 100 % 48 Dokumen| 80.1 Nilai 6,360,000 ASLI DAERAH Urusan Pemerintah Daerah | 100 % 15,720,000
undangan Dalam Setahun y:nl; Diase?jiakana 92 aera Karangasri (PAD) Dalam Setahun
Jumlah Laporan Fasilitasi .
Persentase Pemenuhan . . Kab. Ngawi, PENDAPATAN Persentase Pemenuhan
S : Kunjungan Tamu Nilai LHE AKIP Perangkat ) 10 Laporan L )
2 [11 ]01 ]2.06 |08 ([Fasilitasi Kunjungan Tamu | Urusan Pemerintah Daerah ) ) Daerah Ngawi, 100 % 80.1 Nilai 20,700,000 ASLI DAERAH Urusan Pemerintah Daerah | 100 % 5,190,000
Dalam Setahun Jumlah mamin kL:jr_nggakn aera Karangasri 300 Kotak (PAD) Dalam Setahun
tamu yang yang disediakan
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Penyelenggaraan Rapat Persentase Pemenuhan . . . PENDAPATAN Persentase Pemenuhan
T . ) Koordinasi dan Konsultasi Nilai LHE AKIP Perangkat 130 Laporan o )
2 |11 |01 ]2.06 |09 [Koordinasi dan Konsultasi | Urusan Pemerintah Daerah SKPD b h 100 % 80.1 Nilai 134,313,000| ASLI DAERAH Urusan Pemerintah Daerah | 100 % 140,125,000
SKPD Dalam Setahun Jumiah ) SKPD aera 700 Kotak (PAD) Dalam Setahun
umlah mamin rapat
yang disediakan
2 |11 |01 |2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 99,572,000 170,217,850
Pengadaan Kendaraan Persentase Pemenuhan Jumlah kendaraan dinas Nilai LHE AKIP Peranakat PENDAPATAN Persentase Pemenuhan
2 |11 |01 [2.07 |02 [Dinas Operasional atau Urusan Pemerintah Daerah | operasional/lapangan yang Daerah 9 100 % 3 Unit 80.1 Nilai 0| ASLI DAERAH Urusan Pemerintah Daerah [ 100 % 50,000,000
Lapangan Dalam Setahun diadakan (PAD) Dalam Setahun
Persentase Pemenuhan Jumlah Paket Mebel yang Nilai LHE AKIP Perangkat Kab. Ngawu ' N PENDAPATAN Persentase Pemenuhan
2 [11 {01 2.07 (05 Pengadaan Mebel Urusan Pemerintah Daerah Disediakan Daerah Ngawi, 100 % 3 Unit 80.1 Nilai 9,052,000 ASLI DAERAH Urusan Pemerintah Daerah | 100 % 20,000,000
Dalam Setahun Karangasri (PAD) Dalam Setahun
Pengadaan Peralatan dan Persentase Pemenuhan Juml‘ah U.nlt Peralatan dan Nilai LHE AKIP Perangkat Kab. Ngawu ' N PENDAPATAN Persentase Per.‘nenuhan
2 |11 |01 |2.07 |06 Mesin Lainnva Urusan Pemerintah Daerah | Mesin Lainnya yang Daerah Ngawi, 100 % 16 Unit 80.1 Nilai 90,520,000| ASLI DAERAHI Urusan Pemerintah Daerah | 100 % 100,217,850
y Dalam Setahun Disediakan Karangasri (PAD) Dalam Setahun
Jumlah Unit Sarana dan
Pengadaan Sarana dan .
Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung . Kab. Ngawi, PENDAPATAIN Persentase Pemenuhan
Prasarana Pendukung . Nilai LHE AKIP Perangkat . . i )
2 (11 |01 2.07 |11 Gedung Kantor atau Urusan Pemerintah Daerah | Gedung Kantor atau Daerah Ngawi, 100 % 1 Unit 80.1 Nilai 0| ASLI DAERAH Urusan Pemerintah Daerah | 100 % 0
Ban ur?an Lainnva Dalam Setahun Bangunan Lainnya yang Karangasri (PAD) Dalam Setahun
9 y Disediakan
2 (11 |01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 509,883,212 500,661,221
Penyediaan Jasa Surat Persentase Pemenuhan . Nilai LHE AKIP Perangkat o PENDAPATAN Persentase Pemenuhan
2 |11 |01 ]2.08 |01 Menvurat Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah surat yang dikirim Daerah 100 % 48 Surat 80.1 Nilai 0| ASLI DAERAH Urusan Pemerintah Daerah | 100 % 2,000,000
y Dalam Setahun (PAD) Dalam Setahun
Jumlah iklan/publikasi
media cetak dan elektronik
Penyediaan Jasa Persentase Pemenuhan Jumlah Laporan Nilai LHE AKIP Peranakat Kab. Ngawi, 3 Kali PENDAPATAIN Persentase Pemenuhan
2 (11 |01 2.08 |02 [Komunikasi, Sumber Daya | Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Daerah 9 Ngawi, 100 % L 80.1 Nilai 380,081,212| ASLI DAERAH Urusan Pemerintah Daerah | 100 % 349,999,921
Air dan Listrik Dalam Setahun Komunikasi, Sumber Daya Karangasri 3 aporan (PAD) Dalam Setahun
Air dan Listrik yang
Disediakan
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak Renja

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Ngawi
Tahun 2023

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan/ Bidang Urusan/ . Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Keluaran Pagu Indikatif Sumber . Kebutuhan Dana/
Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Output Hasil Rp.) Dana Penting Pagu Indikatif
Kegiatan Program Sl..lb Kegiatan - Tolok Ukur Target (Rp.)
Kegiatan
P di ) Peralat Persentase Pemenuhan JPumIa:rLapoJran Peralat Nilai LHE AKIP P Kat Kab. Ngawi, PENDAPATAN Persentase Pemenuhan
2 |11 |01 |2.08 |03 de”ys 'Iaa” kasa elza ata” Urusan Pemerintah Daerah de”ype 'Iaa” kasa elza ata” D' al N erangkat | Ngawi, 100 % 12 Laporan | 80.1 Nilai 12,000,000 | ASLI DAERAH| Urusan Pemerintah Daerah | 100 % 41,529,300
an reriengkapan Rantor | pjam setahun an ;r er:j?‘ Iz(apan antor aera Karangasri (PAD) Dalam Setahun
yang Disediakan
P di Jasa Pel Persentase Pemenuhan JPumIaz.LapoJran Pel Nilai LHE AKIP P Kat Kab. Ngawi, PENDAPATAIN Persentase Pemenuhan
. rusan Pemerintah Daera awi, b aporan| 80.1 Nilai ,802, rusan Pemerintah Daera b 132,
2 |11 o1 208 |04 Ue”ye 'Ea”t asarelayanan| Pemerintah Daerah Ue”ye ';a”t asa Felayanan D' al . erangkat | Ngawi 100 % 258 Laporan| 80.1 Nilai 117,802,000| ASLI DAERAH U Pemerintah Daerah | 100 % 107,132,000
mum Kantor Dalam Setahun D'mudn'q kan oryang aera Karangasri (PAD) Dalam Setahun
isediakan
2 |11 |01 |2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,465,248,000 1,505,920,000
Eenyeﬁ:aan Jas; Jumlah Kendaraan
Pemelfharaan, dlayap ok Persentase Pemenuhan Perorangan Dinas atau Nilai LHE AKIP P Kat Kab. Ngawi, PENDAPATAN Persentase Pemenuhan
2 |11 o1 [2.09 |01 Kemde ! ara";”' an K| Urusan Pemerintah Daerah | Kendaraan Dinas Jabatan D' al . erangkat 1 Ngawi, 100 % 2 Unit 80.1 Nilai 32,000,000| ASLI DAERAH] Urusan Pemerintah Daerah | 100 % 40,610,000
a.en araan rerorangan Dalam Setahun yang Dipelihara dan aera Karangasri (PAD) Dalam Setahun
Dinas atau Kendaraan } .
. dibayarkan Pajaknya
Dinas Jabatan
Eenyﬁ:aan Jas; Jumlah Kendaraan Dinas
Pemel!haraan, Pléyz d Persentase Pemenuhan Operasional atau Lapangan Nilai LHE AKIP P Kat PENDAPATAIN Persentase Pemenuhan
2 |11 |o1 |2.09 |02 PerT“?' arlja”;j 2 ;” Urusan Pemerintah Daerah | yang Dipelihara dan D'a' N erangka 100 % 242 Unit | 80.1 Nilai 1,285,478,000| ASLI DAERAH Urusan Pemerintah Daerah | 100 % 1,268,100,000
Oenzma.n Tntaraan inas Dalam Setahun dibayarkan Pajak dan aera (PAD) Dalam Setahun
perasional atau Perizinannya
Lapangan
. Persentase Pemenuhan Jumlah Peralatan dan o Kab. Ngawi, PENDAPATAN Persentase Pemenuhan
Pemeliharaan Peralatan . R X Nilai LHE AKIP Perangkat . . o R
2 |11 |01 (2.09 |06 dan Mesin Lainnva Urusan Pemerintah Daerah | Mesin Lainnya yang Daerah Ngawi, 100 % 70 Unit 80.1 Nilai 27,770,000 ASLI DAERAH Urusan Pemerintah Daerah | 100 % 24,950,000
y Dalam Setahun Dipelihara Karangasri (PAD) Dalam Setahun
Pemeliharaan/Rehabilitasi | Persentase Pemenuhan Jumlah Gedung Kantor dan Nilai LHE AKIP Peranakat Kab. Ngawi, PENDAPATAN Persentase Pemenuhan
2 |11 101 ]2.09 |09 |Gedung Kantor dan Urusan Pemerintah Daerah [ Bangunan Lainnya yang Daerah 9 Ngawi, 100 % 1 Unit 80.1 Nilai 0| ASLI DAERAH Urusan Pemerintah Daerah | 100 % 152,260,000
Bangunan Lainnya Dalam Setahun Dipelihara/Direhabilitasi Karangasri (PAD) Dalam Setahun
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan .
Persentase Pemenuhan Prasarana Gedung Kantor _ Kab. Ngawi, PENDAPATAIN Persentase Pemenuhan
Sarana dan Prasarana . . Nilai LHE AKIP Perangkat ) . _ }
2 |11 ]01 (2.09 |10 Geduna Kantor atau Urusan Pemerintah Daerah | atau Bangunan Lainnya Daerah Ngawi, 100 % 10 Unit 80.1 Nilai 0| ASLI DAERAH Urusan Pemerintah Daerah | 100 % 20,000,000
Ban ur?an Lainnva Dalam Setahun yang Karangasri (PAD) Dalam Setahun
9 y Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan
Sarana dan Prasarana Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Nilai LHE AKIP Peranakat Kab. Ngawi, PENDAPATAN Persentase Pemenuhan
2 |11 101 (2.09 |11 [Pendukung Gedung Urusan Pemerintah Daerah | Gedung Kantor atau Daerah 9 Ngawi, 100 % 3 Unit 80.1 Nilai 120,000,000| ASLI DAERAH Urusan Pemerintah Daerah | 100 % 0
Kantor atau Bangunan Dalam Setahun Bangunan Lainnya yang Karangasri (PAD) Dalam Setahun
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
2 |11 |02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 186,956,000 80,500,000
2 |11 |02 |2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 186,956,000 80,500,000
Dana
Persentase Dokumen Jumlah Dokumen Telaahan Transfer Persentase Dokumen
> 111 o2 |201 |o2 Pengendalian Pelaksanaan | Lingkungan Hidup yang Kebijakan yang Telah Indeks Kualitas Lingkungan 70 % 2 Dokumen | 66.78 Nilai 186.956.000 Umum- Lingkungan Hidup yang 70% 80.500.000
’ RPPLH Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Mengakomodir RPPLH Hidup (IKLH) ’ o Dana ditetapkan dengan o
PERDA/PERKADA Kabupaten/Kota Alokasi PERDA/PERKADA
Umum
2 |11 |03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1,813,521,000 1,521,000,000
2 |11 |03 |2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 1,481,000,000 461,000,000
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Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Ngawi
Tahun 2023

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan/ Bidang Urusan/ . Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Keluaran Pagu Indikatif Sumber . Kebutuhan Dana/
Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Output Hasil Rp.) Dana Penting Pagu Indikatif
Kegiatan Program Sub Kegiatan p- Tolok Ukur Target (Rp.)
Kegiatan
Koordinasi, Sinkronisasi, Jumlah alat pemantauan Dana
dan Pelaksanaan yang diadakan Transfer
P.encegahan P.encemaran Indeks Kualitas Air (IKA) Jumlah Dokumen Uji Indeks Kualitas Lingkungan 56.67 Nilai | 0 Unit o Umum- Indeks Kualitas Air (IKA) 56.67 Nilai
2 |11 |03 2.01 |01 Lingkungan Hidup . Kualitas Lingkungan Hidup . o 66.78 Nilai 1,456,000,000 . o 431,000,000
. Indeks Kualitas Udara (IKU) . Hidup (IKLH) 84.57 Nilai | 3 Dokumen Dana Indeks Kualitas Udara (IKU) | 84.57 Nilai
Dilaksanakan Terhadap Dilaksanakan Terhadap Alokasi
Media Tanah, Air, Udara, Media Tanah, Air, Udara,
Umum
dan Laut dan Laut
Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Sinkronisasi Koordinasi dan Sinkronisasi _Il?anaf
isasi ransfer
dan Pelaksanaan Indeks Kualitas Air (Ika) | nventarisasi GasRumah | L alitas Lingkungan 5667 Nilai | 1 Dokumen . Umum- Indeks Kualitas Air (KA) | 56.67 Nilai
2 |11 ]03 [2.01 |02 [Pengendalian Emisi Gas . Kaca dari Sektor Hidup (IKLH) o 66.78 Nilai 25,000,000 D . o 30,000,000
Rumah Kaca, Mitigasi dan Indeks Kualitas Udara (IKU) Lingkungan Hidup yang laup 84.57 Nilai | 1 Desa A|anka . Indeks Kualitas Udara (IKU) | 84.57 Nilai
Adaptasi Perubahan lklim Dilaksanakan oxast
Umum
Jumlah lokasi proklim
2 (11 ]03 |2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 313,521,000 870,000,000
Jumlah Laporan Sosialisasi
. . . . Dana
Pemberian Informasi Informasi Peringatan Transfer
Peringatan Pencemaran Indeks Kualitas Air (IKA) Pencemaran, dan/atau Indeks Kualitas Lingkungan 56.67 Nilai . Umum- Indeks Kualitas Air (IKA) 56.67 Nilai
2 |11 |03 ]2.02 |01 dan/atau Kerusakan . Kerusakan Lingkungan Hid IKLH . | 24 Laporan | 66.78 Nilai 52,000,000 D . o 60,000,000
Lingkungan Hidup pada Indeks Kualitas Udara (IKU) | Hidup pada Masyarakat di idup (IKLH) 84.57 Nilai ana Indeks Kualitas Udara (IKU) | 84.57 Nilai
Masyarakat Kabupaten/Kota yang Alokasi
Dilaksanakan Umum
Dana
Penghentian Pencemaran Jumlah Sumber Pencemar Transfer
Indeks Kualitas Air (IKA i i 56.67 Nilai - Indeks Kualitas Air (IKA 56.67 Nilai
2 [11 |03 [202 |03 |dan/atau Kerusakan (A dan/atau Kerusakan Indeks Kualitas Lingkungan 10 Titik 66.78 Nilai 261,521,000| UMUM (KA 810,000,000
. . Indeks Kualitas Udara (IKU) | Lingkungan Hidup yang Hidup (IKLH) 84.57 Nilai Dana Indeks Kualitas Udara (IKU) | 84.57 Nilai
Lingkungan Hidup
Dihentikan Alokasi
Umum
2 (11 |03 |2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 19,000,000 190,000,000
Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan Sinkronisasi
. Dana
Penghentian Sumber Transfer
Kéordin_aSi fjan . Indeks Kualitas Air (IKA) Pencemaran Kewenangan Indeks Kualitas Lingkungan 56.67 Nilai o Umum- Indeks Kualitas Air (IKA) 56.67 Nilai
2 |11 ]03 [2.03 |01 [Sinkronisasi Penghentian . Pemerintah dan/atau . | 20 Dokumen| 66.78 Nilai 0 . o 105,000,000
Indeks Kualitas Udara (IKU) o Hidup (IKLH) 84.57 Nilai Dana Indeks Kualitas Udara (IKU) | 84.57 Nilai
Sumber Pencemaran Provinsi dan/atau Sektor Alokasi
Lain hingga Terhentinya
Umum
Sumber Pencemaran yang
Dilaksanakan
Dana
Koordinasi, Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil Transfer
! Indeks Kualitas Air (IKA inasi Si isasi i i 56.67 Nilai - Indeks Kualitas Air (IKA 56.67 Nilai
2 |11 |03 |2.03 [04 |dan Pelaksanaan (KA ] Koordinasi, Sinkronisasi Indeks Kualitas Lingkungan 18 Dokumen| 66.78 Nilai 19,000,000] OMU™ (KA 85,000,000
Rehabilitasi Indeks Kualitas Udara (IKU) | dan Pelaksanaan Hidup (IKLH) 84.57 Nilai Dana Indeks Kualitas Udara (IKU) | 84.57 Nilai
Rehabilitasi Alokasi
Umum
2 |11 |04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 4,574,694,000 7,197,240,000
2 (11 |04 |2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 4,574,694,000 7,197,240,000
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Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Ngawi
Tahun 2023

Urusan/ Bidang Urusan/

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2023

Target Capaian Kinerja

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

Target Capaian Kinerja

. i Catatan
Kode Program/ Kegiatan/ Sub . . . . Lokasi Keluaran Pagu Indikatif Sumber Penti Kebutuhan. Daf'a/
Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Output Hasil Rp.) Dana enting Pagu Indikatif
Kegiatan Program Sub Kegiatan p- Tolok Ukur Target (Rp.)
Kegiatan
Jumlah alat pengelolaan
RTH yang diadakan
Jumlah bibit tanaman yang
diadakan untuk RTH 139 Unit Dana
Transfer
2 11 |oa |201 |oa [Pengelolaan Ruang Inieks Kualtas Lahan (KLY | oot Indeks Kualitas Lingkungan s123nilai | o PP | 6678 Nila 3,374,694,000| 2™ Indeks Kualitas Lahan (IKL) | 51.23 Nilai 6,022,079,000
. Terbuka Hijau (RTH) ndeks Kualitas Lahan (IKL) [ pemeliharaan Ruang Hidup (IKLH) . ilai 1500 OB . ilai 374,694, Dana ndeks Kualitas Lahan (IKL) . ilai ,022,079,
Terbuka Hijau yang Alokasi
; 0 Ha
menerima upah Umum
Luas RTH yang Dikelola
Lingkup Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah bibit tanaman yang
diadakan untuk Taman Dana
Keanekaragaman Hayati Transfer
Pengelolaan Taman Lainnya Indeks Kualitas Lingkungan 26498 Bibit Umum
2 |11 [04 |[2.01 |05 |Keanekaragaman Hayati | Indeks Kualitas Lahan (IKL) ceks Bualitas Lingkunga 51.23 Nilai 66.78 Nilai 1,200,000,000| - Indeks Kualitas Lahan (IKL) | 51.23 Nilai 1,175,161,000
Lainnya Luas Taman KEHATI Hidup (IKLH) 0 Ha Dana
Lainnya yang Dikelola Alokasi
Lingkup Kewenangan Umum
Kabupaten/Kota
2 (11 |05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 40,000,000 100,000,000
2 [11 |05 |2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 40,000,000 100,000,000
Fasilitasi Pemenuhan Jumlah Fasilitasi
Komitmen Izin Persetujuan/Izin
i Penyimpanan sementara
E'enzmp;;a;l Ssmentkara Persentase Penghasil LimﬁahpB3 yang Indeks Kualitas Lingk PENDAPATAN Persentase Penghasil
2 [11 |os |01 for | [an 22 mrasAnaKan o rerenase Fe NI | Dilakeanakan Melalui naeks ualitas Lingkungan 50 % 15 Dokumen| 66.78 Nilai 20,000,000| ASLI DAERAH) ersentase Fengnastl 1509 50,000,000
Melalui Sistem Pelayanan | Limbah B3 yang difasilitasi llaksanakan Melalul Hidup (IKLH) PAD Limbah B3 yang difasilitasi
Perizinan Berusaha Sistem Pelayanan Perizinan (PAD)
Terintegrasi Secara Berusaha Terintegrasi
Elektronik Secara Elektronik
Jumlah Laporan Kegiatan
Verifikasi Lapangan untuk Verifikasi Lapangan
Memastikan Pemenuhan . Pemenuhan Komitmen . . PENDAPATAIN .
. . Persentase Penghasil . . Indeks Kualitas Lingkungan o Persentase Penghasil
2 |11 |05 2.01 (02 Persyaratan Administrasi . e e Persetujuan/Izin . 50 % 15 Laporan | 66.78 Nilai 20,000,000| ASLI DAERAH . e .. . | 50% 50,000,000
. . Limbah B3 yang difasilitasi ; Hidup (IKLH) Limbah B3 yang difasilitasi
dan Teknis Penyimpanan Penyimpanan sementara (PAD)
sementara Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah
B3
2 (11 |06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 242,869,500 285,986,500
2 |11 |06 |2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 242,869,500 285,986,500
Persentase ketaatan Jumlah Rekomendasi Dana Persentase ketaatan
Fasilitasi Pemenuhan terhadap izin lingkungan, dan/atau Persetujuan Transfer terhadap izin lingkungan,
> 111 los 1201 lo1 Kt.eten.tuan dan Kewajiban {z!n PPLH dvan PpU LH dari Tfeknls, Persetujuan In.deks Kualitas Lingkungan 459 20 Dokurmenl 66.78 Indeks 122,653,000 Umum- !Z{n PPLH d.an P.UU LH dari 459 150,000,000
Izin Lingkungan dan/atau | izin yang diterbitkan oleh Lingkungan, dan Surat Hidup (IKLH) Dana izin yang diterbitkan oleh
Izin PPLH Pemerintah Daerah Kelayakan Operasi yang Alokasi Pemerintah Daerah
Kabupaten Diberikan Umum Kabupaten
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak Renja

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Ngawi
Tahun 2023

Urusan/ Bidang Urusan/

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2023

Target Capaian Kinerja

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

Target Capaian Kinerja

i Catatan
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Keluaran Pagu Indikatif Sumber . Kebutuhan Dana/
Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Output Hasil Rp.) Dana Penting Pagu Indikatif
Kegiatan Program Sl..lb Kegiatan - Tolok Ukur Target (Rp.)
Kegiatan
Jumlah ASN yang dilatih
dan dilantik menjadi
Persentase ketaatan PPLHD Dana Persentase ketaatan
P b K it terhadap izin lingkungan, Jumiah Rek dasi Transfer terhadap izin lingkungan,
engembangan Kapasitas | ._. . umlia ekomendasi . . o H
X izin PPLH dan PUU LH dari . Indeks Kualitas Lingkungan o 1 Orang Umum- izin PPLH dan PUU LH dari .
2 (11 |06 |2.01 |02 Eejaiat Peng:.vc\jlas izin yang diterbitkan oleh dan/gtau PersgtUJuan Hidup (IKLH) 45 % 0 Orang 66.78 Indeks 35,986,500 Dana izin yang diterbitkan oleh 45 % 35,986,500
ihgkungan Ridup Pemerintah Daerah T?kms’ Persetujuan Alokasi Pemerintah Daerah
Kabupaten Lingkungan, dan Surat Umum Kabupaten
Kelayakan Operasi yang
Diberikan
Pengawasan Usaha Persentase ketaatan ijum/lar Lanrfant Dari Usaha Dana Persentase ketaatan
dan/atau Kegiatan yang terhadap izin lingkungan, Da.m @ aL: ,e?,la akn yang Transfer terhadap izin lingkungan,
Izin Lingkungan Hidup, Izin| izin PPLH dan PUU LH dari |awa5|' zn '|ng ungan, Indeks Kualitas Lingkungan Umum- izin PPLH dan PUU LH dari
2 (11 |06 [2.01 (03 . . . . . Persetujuan Lingkungan, . 45 % 10 Laporan | 66.78 Indeks 84,230,000 . . . 45 % 100,000,000
PPLH yang Diterbitkan izin yang diterbitkan oleh Surat Kelavakan O . Hidup (IKLH) Dana izin yang diterbitkan oleh
oleh Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah :Jrs P € ay? tar;] Dperashl Alokasi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten oleh remenntan Lacra Umum Kabupaten
Kabupaten/Kota
2 (11 |07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH 86,186,000 180,000,000
2 |11 |07 (2.01 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH 86,186,000 100,000,000
Koordinasi, Sinkronisasi, Jumlah ngumen Ha5|l.
. Koordinasi, Sinkronisasi,
Penyediaan Data, dan .
. Penyediaan Data dan
Informasi Pengakuan Persentase pengakuan Informasi Pengakuan Dana Persentase pengakuan
Keberadaan MHA Kearifan | keberadaan MHA/kearifan | caberadaan MHA Kearifan Transfer keberadaan MHA/kearifan
Lokal atau Pengetahuan lokal dan hak MHA yang Lokal atau Pengetahuan Indeks Kualitas Lingkungan 0 Umum- lokal dan hak MHA yang o
2 |11 107 (2.01 |01 Tradisional dan Hak terkait PPLH yang Tradisional dan Hak Hidup (IKLH) 20 % 1 Dokumen | 66.78 Indeks 86,186,000 Dana terkait PPLH yang 20 % 100,000,000
Kearifan Lokal atau ditetapkan dengan Kearifan Lokal atau Alokasi ditetapkan dengan
Pengetahuan Tradisional PERKADA Pengetahuan Tradisional Umum PERKADA
dan Hak MHA Terkait dan Hak MHA Terkait
dengan PPLH
dengan PPLH
2 |11 |07 |2.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH 0 80,000,000
Jumlah Dokumen
Eemdberd:?yaan, I((jemltraan, Persentase pengakuan EeIeTbangainl MHA, Dana Persentase pengakuan
Pen anlplnaaln, Zn keberadaan MHA/kearifan Pearl atnho a_'l_ disi | Transfer keberadaan MHA/kearifan
engua an. €lembagaan | |1l dan hak MHA yang engetanuan fra |5|F>na Indeks Kualitas Lingkungan Umum- lokal dan hak MHA yang
2 (11 107 ]2.02 [01 [MHA, Kearifan Lokal, . dan Hak MHA Terkait . 20 % 1 Dokumen | 66.78 Indeks 0 . 20 % 80,000,000
. terkait PPLH yang Hidup (IKLH) Dana terkait PPLH yang
Pengetahuan Tradisional, . dengan PPLH yang . .
dan Hak MHA Terkait ditetapkan dengan Dilakukan Pemberd Alokasi ditetapkan dengan
an Ha erkai PERKADA ila u an Pember ayaan, Umum PERKADA
dengan PPLH Kemitraan, Pendampingan
dan Penguatan
2 |11 |08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 236,510,500 345,000,000
2 |11 |08 |2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 236,510,500 345,000,000
Jumlah Dana
Peningkatan Kapasitas dan P Lemb Lembaga/kelompok et o Lerb
Kompetensi Sumber Daya ersentase Lembaga Masyarakat/Institusi yang ransfer ersentase Lembaga
L Masyarakat/ Kelompok Terdaftar yang Meningkat | Indeks Kualitas Lingkungan - Umum- Masyarakat/ Kelompok
2 (11 108 ]2.01 [01 [Manusia Bidang . . . 20 % 35 Lembaga| 66.78 Nilai 75,000,000 . 20 % 100,000,000
Linak Hid tuk Masyarakat yang Peduli Kapasitas dan Hidup (IKLH) Dana Masyarakat yang Peduli
ihgkungan Midup untu Lingkungan Kompetensinya Terkait Alokasi Lingkungan
Lembaga Kemasyarakatan PPLH
Umum
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak Renja

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Ngawi
Tahun 2023

Urusan/ Bidang Urusan/

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2023

Target Capaian Kinerja

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

Target Capaian Kinerja

i Catatan
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Keluaran Pagu Indikatif Sumber . Kebutuhan Dana/
Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Output Hasil Rp.) Dana Penting Pagu Indikatif
Kegiatan Program Sl..lb Kegiatan - Tolok Ukur Target (Rp.)
Kegiatan
Dana
Persentase Lembaga Jumlah Pendampingan Transfer Persentase Lembaga
5 111 los |201 lo2 Pendampingan Gerakan Masyarakat/ Kelompok Pembinaan Gerakan Peduli | Indeks Kualitas Lingkungan 20 % 1 Dokumen | 66.78 Nilai 111.510.500 Umum- Masyarakat/ Kelompok 20 % 195.000.000
. (o] - 1 " . ©° : "’
Peduli Lingkungan Hidup | Masyarakat yang Peduli dan Berbudaya Lingkungan | Hidup (IKLH) Dana Masyarakat yang Peduli
Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan Alokasi Lingkungan
Umum
Jumlah
p | Persentase Lembaga M kat/Kel " PENDAPATAN Persentase Lembaga
enyelenggaraan Masyarakat/ Kelompok asyarakal/Relompo Indeks Kualitas Lingkungan . Masyarakat/ Kelompok
2 |11 108 ]2.01 |03 [Penyuluhan dan Kampanye Masvarakat vang Peduli Masyarakat/Pelaku Hidup (IKLH) 20 % 100 Orang | 66.78 Nilai 50,000,000 ASLI DAERAH Masvarakat vana Peduli 20 % 50,000,000
Lingkungan Hidup . 4 yang Usaha/Kegiatan yang P (PAD) . Y yang
Lingkungan terlibat Lingkungan
2 (11 |09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 142,000,000 195,000,000
2 |11 |09 |2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 142,000,000 195,000,000
’F\’/(Ienllalanthl;wLerJab P ; Lemb Jumlah Persentase Lembaga
Masyarakat/Dem. aga Nelersen aliet/eKml aga K Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Kelompok
U asa/a/rg @ : unia Masyarakat/ Pe ompo Masyarakat/Dunia Indeks Kualitas Linak PENDAPATAN Masyarakat/ Perseorangan
2 [11 |09 [201 |01 Psadf"d_k“”;_l o ; Zsylf_“f’_ @ ¥ Erseorangan | \caha/Dunia :"_de s ”;‘E’H' as Lingkungan 1% 12 Entitas | 66.78 Nilai 142,000,000 ASLI DAERAH Peduli Lingkunganyang | 11% 195,000,000
endidi an. rantropt edult Lingkungan yang Pendidikan/Filantrophi idup ( ) (PAD) Mendapatkan
dalam Perlindungan dan Mendapatkan Penghargaan e L
Pengelolaan Lingkungan di tingkat Nasional/Propinsi yang Dinilai Kinerjanya Penghargaan di tingkat
H'dg gkung 9 P dalam rangka PPLH Nasional/Propinsi
idup
2 (11 |10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 50,000,000 80,000,000
2 |11 |10 (2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 50,000,000 80,000,000
y 9 Y 9 9 9 gkung P p
Dana
Pengelolaan Pengaduan Persentase pengaduan :\:mlahr PkerlgTacri;:acr; ppLH | Indeks Kualitas Lingkungan Lr;ns:r Persentase pengaduan
2 |11 |10 |201 |01 |Masyarakat Terhadap PPLH| masyarakat yang ditindak | a;ya j a/Ket adap y de > n?fr: as Hingkunga 100 % 3 Dokumen | 66.78 Indeks 50,000,000 . masyarakat yang ditindak | 100 % 80,000,000
Kabupaten/Kota lanjuti s.a.upa en . o_a Yang . idup ( ) ana . lanjuti
Ditindaklanjuti/Ditangani Alokasi
Umum
2 |11 (11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 3,891,896,700 6,147,477,500
2 |11 |11 |2.01 Pengelolaan Sampah 3,891,896,700 6,147,477,500
Jumlah Dokumen
:ten)t/usygan Kt;buakan dan Persentase Timbulan EebuaEaPn danlsrrategl Indeks Kualit PENDAPATAN Persentase Timbulan
2 |11 [11 201 |01 |29 Peera Sampah yang aeranh rengelolaan naeks fualitas 45% 1 Dokumen | 48.95 Nilai 0| ASLI DAERAF Sampah yang 45% 100,000,000
Pengelolaan Sampah . . Sampah Kabupaten/Kota Pengelolaan Sampah (IKPS) . .
dikelola/tertangani . (PAD) dikelola/tertangani
Kabupaten/Kota yang Disusun dan
Ditetapkan
Jumlah Laporan Hasil Dana
Pengurangan Sampah P
. engurangan Sampah Transfer .
dengan Melakukan Persentase Timbulan . Persentase Timbulan
dengan Melakukan Indeks Kualitas Umum-
2 |11 |11 ]2.01 |02 |Pembatasan, Pendauran Sampah yang Pembatasan, Pendauran P ol S h (KPS 45 % 3 Laporan | 48.95 Nilai 58,472,000 b Sampah yang 45 % 578,600,000
Ulang dan Pemanfaatan dikelola/tertangani Ulang dan Pemanfaatan engelolaan Sampah ( ) ana . dikelola/tertangani
Kembali Kembali Alokasi
Umum
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Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
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Tahun 2023

Urusan/ Bidang Urusan/

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2023

Target Capaian Kinerja

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

Target Capaian Kinerja

A H Catatan
Kode Program/ Kegiatan/ Sub . . . . Lokasi Keluaran Pagu Indikatif Sumber Penti Kebutuhan. Daf'a/
Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Output Hasil Rp.) Dana enting Pagu Indikatif
Kegiatan Program Sl..lb Kegiatan . Tolok Ukur Target (Rp.)
Kegiatan
Jumlah pembayaran
tenaga kebersihan jalan
Penanganan Sampah dan Fasilitas umum
dengan Melakukan Dana
Pemilahan, Pengumpulan Jumlah Sampah yang Transfer
Pengan kl;tan gumPpuiaN: | pe entase Timbulan Dipilah, Dikumpulkan, Indeks Kualitas 1620 Orang Umnumm- Persentase Timbulan
2 |11 |11 (2.01 |03 gang ' Sampah yang Diangkut, Diolah, Diproses 45 % 132771.7 Tor} 48.95 Nilai 2,327,488,700 Sampah yang 45 % 3,150,000,000
Pengolahan, dan dikelola/tert . Akhir di TPA/TPST/SPA Pengelolaan Sampah (IKPS) Dana dikelola/tert .
Pemrosesan Akhir Sampah Ikelola/tertangant K blr It /Kot 17502 Unit Alokasi kelolajtertangant
di TPA/TPST/SPA abupaten/Rota Umum
Kabupaten/Kota Jumlah sarana dan
prasarana pemeliharaan
kebersihan yang diadakan
Jumlah Masyarakat, Dana
Kelompok Masyarakat atau Transf
Peningkatan Peran Serta | Persentase Timbulan Para Pihak Lainnya yang Indeks Kualitas Ur:\nus:-r Persentase Timbulan
2 [11 [11 [201 |04 |Masyarakat dalam Sampah yang Terlibat Aktif dalam 45 % 45 Kelompok 48.95 Nilai 94,254,500 Sampah yang 45 % 396,177,500
Pengelolaan Persampahan | dikelola/tertangani Kegiatan Pengelolaan Pengelolaan Sampah (IKPS) Dana dikelola/tertangani
9 P 9 Sampah Berbasis Alokasi 9
Masyarakat Umum
Jumlah Sarana dan Dana
Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanga_nan Transfer
Prasarana Pengelolaan Persentase Timbulan Sampah untuk Kegiatan Indeks Kualitas Umnum- Persentase Timbulan
2 [11 [11 [201 |07 |Persampahan di Sampah yang Pemilahan, Pengumpulan, pengelolaan Sampah (KPS) 45 % 10 Unit 48.95 Nilai 1411,681,500| 17 Sampah yang 45 % 1,922,700,000
TPA/TPST/SPA dikelola/tertangani Pengangkutan, d P Alokasi dikelola/tertangani
Kabupaten/Kota Pengolahan, dan Umum
Pemrosesan Akhir
TOTAL 27,685,243,582 32,337,885,313
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